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[bookmark: _Toc204704859]ABSTRAK
Dhimaz Pratama Putra, 2025 Peran Red Flags Dalam Mendeteksi Fraud: Perspektif Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dibimbing oleh Ibu Yoremia Lestari br. Ginting
Red flags merupakan indikasi awal yang dapat membantu auditor menemukan potensi kecurangan sebelum berkembang lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran red flags dalam mendeteksi fraud dari perspektif auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada auditor investigatif BPKP. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang menggunakan NVIVO 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor BPKP memaknai red flags sebagai gejala perilaku atau pola transaksi yang tidak wajar dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Auditor menindaklanjuti red flags dengan melakukan analisis mendalam, pengujian bukti tambahan, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mengonfirmasi indikasi kecurangan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman dan respons cepat terhadap red flags untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan mencegah kerugian negara akibat fraud. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran perlunya pelatihan berkelanjutan agar auditor semakin adaptif menghadapi dinamika modus kecurangan di sektor publik. Selain itu, pentingnya pembuatan pedoman deteksi fraud bagi instansi sektor publik dimana BPKP sebagai inisiator penyusunan pedoman terkait indikator dari red flags.

Kata Kunci: Auditor BPKP, Deteksi Kecurangan, Fraud, Red Flags
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[bookmark: _Toc204704860]ABSTRACT
Dhimaz Pratama Putra, 2025 Peran Red Flags Dalam Mendeteksi Fraud: Perspektif Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dibimbing oleh Ibu Yoremia Lestari br. Ginting
Red flags are early indications that can help auditors find potential fraud before it develops further. This study aims to understand the role of red flags in detecting fraud from the perspective of BPKP auditors representing East Kalimantan Province. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with BPKP investigative auditors. Data analysis was carried out using an interactive model which includes data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing using NVIVO 15. The results showed that BPKP auditors interpret red flags as symptoms of unusual behavior or transaction patterns and require further examination. Auditors follow up on red flags by conducting in-depth analysis, testing additional evidence, and coordinating with related parties to confirm indications of fraud. These findings emphasize the importance of understanding and responding quickly to red flags to improve the effectiveness of the internal control system and prevent state losses due to fraud. This study recommends the need for continuous training so that auditors are increasingly adaptive to the dynamics of fraud modes in the public sector. In addition, the creation of fraud detection guidelines for public sector agencies where BPKP is the initiator of the preparation of guidelines related to the indicators of red flags.

Keyword: BPKP Auditor, Fraud Detection, Fraud, Red Flags
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Kecurangan (Fraud) adalah isu yang sering dihadapi oleh berbagai organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Fraud merupakan tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan atau ketidakberesan (irregularities) atau penipuan yang melanggar hukum (illegal act) untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian suatu organisasi/perusahaan (Asriadi et al., 2021). Di Indonesia, kasus kecurangan telah menjadi perhatian utama, terutama di lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik.
1
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mendeteksi kecurangan adalah melalui identifikasi red flags atau tanda-tanda peringatan dini. Red flags adalah keadaan yang aneh dan berbeda dari biasanya. “Bendera merah” adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang di luar kebiasaan dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (Gizta, 2020). Meskipun kemunculan red flags tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, namun red flags muncul pada setiap kejadian kecurangan yang terjadi sehingga menjadi tanda peringatan bagi auditor dalam memperoleh bukti awal dalam menemukan kecurangan pada suatu lembaga atau organisasi (Masri et al., 2022). Penggunaan red flags dalam audit dan pengawasan internal memungkinkan auditor dan pengawas untuk mengambil tindakan proaktif sebelum kecurangan berkembang lebih lanjut. 
2

Sebagai lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan penting dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan SPIP dan melaksanakan audit, evaluasi, review, asistensi dan bimbingan teknis terhadap instansi vertikal dan daerah. Selain itu berkaitan dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2001 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP juga diminta untuk dapat membantu instansi pemerintah pusat/daerah mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif transparan, dan akuntabel serta penyelenggaraan sistem pengendalian yang memadai (bpkp.go.id,2024). Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP berperan sebagai pengawas internal yang harus mampu mendeteksi dan mencegah bentuk kecurangan. Tantangan yang dihadapi oleh BPKP tidak mudah, terutama mengingat kompleksitas birokrasi dan banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Fraud dalam organisasi sering kali memiliki pola perilaku yang dapat menjadi indikator dini. Berdasarkan 2024 Report to the Nations dari ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), 75% pelaku fraud menunjukkan setidaknya satu dari delapan tanda peringatan utama (red flags). Tanda yang paling umum adalah hidup di luar kemampuan finansial, di mana pelaku memiliki gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan penghasilannya. Selain itu, kesulitan keuangan, hubungan tidak biasa dengan vendor/pelanggan, serta sikap defensif dan manipulatif juga menjadi indikator kuat adanya fraud.
Berikut adalah 8 red flags utama yang diamati dalam kasus fraud:
1. Hidup di luar kemampuan finansial (39%)
2. Kesulitan keuangan (27%)
3. Hubungan dekat yang tidak biasa dengan vendor/pelanggan (20%)
4. Kurangnya kontrol diri, kecurigaan, atau keengganan berbagi tugas (13%)
5. Mudah tersinggung, mencurigakan atau defensif (12%)
6. Sikap “wheeler-dealer” atau oportunitis (12%)
7. Perundungan atau intimidasi (11%)
8. Masalah keluarga atau perceraian (10%)
3

Dari data sejak 2008, hidup di luar kemampuan finansial tetap menjadi tanda dominan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan keinginan mempertahankan gaya hidup sering kali memicu kecurangan. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan tanda-tanda ini untuk mendeteksi dan mencegah potensi kerugian akibat fraud.
Selain mengidentifikasi tanda-tanda peringatan umum dari fraud, laporan ini juga mengungkap bahwa perbedaan gender berpengaruh pada jenis tanda atau red flags yang ditunjukkan oleh pelaku fraud.
Dari data, wanita lebih sering menunjukkan tanda berikut:
1. Hidup di luar kemampuan finansial (41%)
2. Kesulitan keuangan (31%)
3. Masalah keluarga atau perceraian (14%)
4. Hubungan dekat dengan vendor/pelanggan (13%)
5. Sikap “wheeler-dealer” (6%)
6. Perilaku defensif atau mencurigakan (11%)
Sedangkan pria lebih sering menunjukkan tanda berikut:
1. Hidup di luar kemampuan finansial (39%)
2. Kesulitan keuangan (26%)
3. Masalah keluarga atau perceraian (8%)
4. Hubungan dekat dengan vendor/pelanggan (22%)
5. Sikap “wheeler-dealer” (14%)
6. Perilaku defensif atau mencurigakan (13%)
4

Selain perbedaan red flags berdasarkan gender, laporan ini juga mengungkap pola dalam skema fraud:
1. Kasus korupsi lebih sering terjadi ketika pelaku memiliki hubungan dekat yang tidak biasa dengan vendor atau pelanggan (30% dalam kasus korupsi dan 20% dalam semua kasus fraud)
2. Fraud laporan keuangan lebih sering terjadi ketika pelaku menghadapi tekanan tinggi dari dalam organisasi (22% dalam fraud laporan keuangan dan 7% dalam semua kasus fraud)
Temuan ini menunjukkan bahwa memahami behavioral red flags sangat penting dalam mendeteksi potensi fraud. Dengan mengetahui pola perilaku yang mencurigakan, organisasi dapat lebih ekfektif dalam menerapkan sistem pencegahan dan mitigasi risiko kecurangan.

5

Susilawati et al., (2022) membahas tentang skeptisisme profesional auditor, independensi dan red flags terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dalam penelitian ini red flags tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.
5

Gizta (2020) membahas tentang pengaruh red flag dan pelatihan terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud dengan skeptisisme professional sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa red flag dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional; red flag, pelatihan, skeptisisme profesional memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; red flag dan pelatihan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan memalui skeptisisme profesional.
Meidiyustiani & Lestari (2022) membahas tentang kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan melalui audit tenure, red flag, time pressure, dan kompetensi auditor. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa audit tenure dan red flags berpengaruh positif signifikan terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan, time pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Oktaviyanto & Ratnawati (2022) membahas tentang effect of audit standard compliance, digital audit, time budget pressure on red flag and audit delay. Pada penelitian ini, red flag menjadi variabel moderasi lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa red flag memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit.
Makkink et al., (2024) membahas tentang The Role of Freight Forwarding Companies in Detecting and Investigating Trade-Based Money Laundering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa perusahaan freight forwarding memiliki posisi strategis dalam mendeteksi dan menyelidiki TBML karena keterlibatan langsung mereka dalam proses perdagangan, yang memungkinkan identifikasi red flags. Namun, masih banyak perusahaan yang belum memahami pedoman resmi untuk mengenali skema TBML dan kesulitan menghubungkan red flags dengan aliran dana ilegal. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan regulasi dan panduan yang lebih jelas agar peran mereka dalam pencegahan TBML dapat lebih optimal.
6

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang peran dari red flags dalam mendeteksi fraud. Penelitian ini memiliki aspek kebaruan dalam fokus khusus pada auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimanttan Timur. Fokus pada institusi ini memberikan sudut pandang yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret yang dapat meningkatkan efektivitas sistem anti-fraud di lembaga publik. Jenis penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
1.2 [bookmark: _Toc181393040][bookmark: _Toc181394514][bookmark: _Toc204704869]Fokus Penelitian
Untuk mengantisipasi meluasnya pembahasan pada penelitian ini yang harusnya fokus pada apa yang dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi lingkup penelitian pada pengetahuan dan pengalaman terkait red flags dari sudut pandang auditor investigatif.
1.3 [bookmark: _Toc181393041][bookmark: _Toc181394515][bookmark: _Toc204704870]Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Apakah makna red flags menurut auditor BPKP?
7

2. Bagaimana auditor menindaklanjuti red flags dalam mendeteksi fraud?
1.4 [bookmark: _Toc180434491][bookmark: _Toc181393042][bookmark: _Toc181394516][bookmark: _Toc204704871]Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami definisi atau makna dari red flags dan untuk mengeksplorasi metode dan teknik yang digunakan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti red flags untuk mendeteksi fraud.
7
1.5 [bookmark: _Toc180434492][bookmark: _Toc181393043][bookmark: _Toc181394517][bookmark: _Toc204704872]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Menambah literatur akademik mengenai peran red flags dalam mendeteksi fraud, khususnya audit sektor publik yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. 
2. Manfaat Praktis
Memberikan rekomendasi konkret yang dapat meningkatkan efektivitas sistem anti-fraud di lembaga publik khususnya di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

[bookmark: _Toc180434493][bookmark: _Toc181393044][bookmark: _Toc181394518][bookmark: _Toc204704873]BAB II
[bookmark: _Toc180434494][bookmark: _Toc181393045][bookmark: _Toc181394519][bookmark: _Toc199322441][bookmark: _Toc202886926][bookmark: _Toc203142641][bookmark: _Toc204704874]KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc180434495][bookmark: _Toc181393046][bookmark: _Toc181394520][bookmark: _Toc204704875]Dasar Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc204704876]Fraud Triangle Theory
Pada tahun 1953, Cressey mengembangkan teori fraud tiga faktor yang menyebabkan orang melakukan kecurangan yang disebut dengan Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory). Kerangka kerja tersebut dikembangkan dengan mengumpulkan informasi dari sesi wawancara dengan narapidana kecurangan di Amerika Serikat. Unsur-unsur tekanan, kesempatan dan rasionalisasi disimpulkan sebagai unsur penting dalam melakukan kecurangan (Awang et al., 2020). Dalam teori segitiga kecurangan terdapat alasan atau penyebab terjadinya sebuah fraud. Berikut adalah faktor atau penyebab terjadinya sebuah fraud:
a. Pressure (Tekanan)
Tekanan merupakan sebuah keadaan emosional dimana seseorang merasakan desakan yang kuat atau paksaan untuk melakukan sesuatu hal. Tekanan ini dapat berasal dari dalam diri seseorang ataupun dari luar. Tekanan dapat berupa masalah keluarga, finansial, sosial, dan  juga pekerjaan.
8
Salah satu dari berbagai macam tekanan adalah tekanan finansial. Tekanan finansial merujuk pada kondisi di mana individual atau organisasi merasa tertekan secara finansial. Faktor-faktor seperti kebutuhan mendesak, utang yang besar, atau gaya hidup mewah yang berlebihan dapat mendorong individu atau organisasi untuk mencari cara-cara ilegal atau tidak etis untuk memperoleh dana yang
8

dibutuhkan (Awaliah, 2023).

Menurut SAS No. 99 (AICPA 2002) ada beberapa kondisi yang terkait dengan tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu:
1) Financial Stability (Stabilitas Keuangan)
Pada teori fraud triangle ada tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan, salah satunya adalah tekanan (pressure). Tekanan dapat digolongkan pada financial stability yang disebabkan krisis ekonomi yang menimbulkan tekanan pada pihak manajemen terkait turunnya kinerja perusahaan. Manajemen akan terus memastikan posisi keuangan perusahaan tetap pada kondisi yang stabil dan sehat. Kondisi keuangan dapat dikatakan stabil jika perusahaan dapat memenuhi kebutuhan rutin perusahaan, kebutuhan yang bersifat mendadak atau tiba-tiba bahkan kebutuhan yang akan datang. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang stabil akan membuat nilai perusahaan naik dalam pandangan investor, kreditur dan publik. Namun pada saat perusahaan berada dalam keadaan yang terpuruk hal ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai cara untuk membuat financial stability terlihat baik (Awang dan Wijayantika, 2019).
2) External Pressure (Tekanan Eksternal)
9

External Pressure adalah tekanan yang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam memenuhi tuntutan dari pihak ketiga. Tekanan Eksternal akan timbul akibat adanya tekanan yang berlebih bagi manajemen dimana manajemen diharuskan memenuhi target yang diberikan oleh pihak ketiga. Faktor tekanan eksternalnya yaitu kreditor menuntut perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya secara cepat dan memberikan return kepada investor (Jaunanda & Silaban, 2020).
9


10

Tekanan-tekanan tersebut yang mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan  salah satunya terhadap laporan keuangan. Dari sisi instansi pemerintah tekanan timbul akibat tuntutan yang berlebih, misal keharusan menyerap anggaran dengan optimal, menyelesaikan program kerja dalam waktu yang ketat atau memenuhi target kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, red flags yang dapat muncul mencakup adanya manipulasi laporan realisasi anggaran, pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan rencana atau lonjakan belanja yang tidak wajar menjelang akhir tahun anggaran. Auditor BPKP dapat mendeteksi indikasi-indikasi ini melalui analisis laporan keuangan, pemeriksaan dokumen, pendukung dan wawancara dengan pihak terkait.
3) Personal Financial Need (Kebutuhan Keuangan Pribadi)
11

Personal Financial Need adalah kebutuhan individu untuk memenuhi kewajiban keuangan, seperti membayar utang atau biaya hidup. Ketika individu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan pendapatan atau sumber daya yang ada, mereka mungkin merasa terdorong untuk mencari cara lain untuk memperoleh uang. Personal Financial Need merupakan suatu kondisi dimana keuangan perusahaan ikut dipengaruhi oleh kondisi keuangan pribadi eksekutif perusahaan (Setiawati & Baningrum, 2018). Misal, apabila peran pemegang saham dan manajer dipegang oleh satu orang maka dapat menimbulkan terjadinya kecurangan terhadap laporan keuangan di suatu perusahaan ataupun di lembaga lainnya. Dalam konteks instansi pemerintah, kebutuhan finansial pribadi ini dapat memengaruhi integritas pegawai atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, misal seorang pejabat yang menghadapi tekanan finansial pribadi dapat tergoda untuk menyalahgunakan dana publik atau melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Red flags yang dapat muncul akibat kondisi ini meliputi peningkatan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi, anomali dalam penggunaan anggaran atau indikasi penerimaan gratifikasi. Auditor BPKP dapat mendeteksi indikasi ini melalui analisis dokumen keuangan, wawancara dan penelusuran jejak transaksi yang mencurigakan.
4) Financial Target (Target Keuangan)
Financial Target adalah sasaran keuangan yang ditetapkan perusahaan. Tekanan untuk mencapai target yang tidak realistis dapat mendorong manajemen melakukan penipuan, seperti memalsukan laporan keuangan, guna memenuhi ekspetasi pihak ketiga seperti investor ataupun kreditor.
b. Opportunity (Kesempatan)
11

Kesempatan adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan dengan risiko kecil untuk tertangkap. Faktor-faktor seperti lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau akses tak terbatas terhadap sumber daya sebuah perusahaan atau sebuah lembaga yang dapat menciptakan kesempatan bagi seseorang yang ingin melakukan kecurangan. Pelaku kecurangan harus bisa melihat celah untuk bisa melakukan kecurangan dengan menghindari risiko sekecil mungkin tindakan kecurangannya tersebut diketahui orang lain.
Menurut SAS No. 99 (AICPA 2002), ada beberapa kondisi yang terkait kesempatan yang mana mengakibatkan seseorang melakukan sebuah kecurangan, yaitu:
1) Sifat Industri (Nature of Industry)
12

Nature of Industry merupakan kondisi dimana adanya penilaian yang subjektif yang dilakukan oleh manajemen terhadap keadaan laporan keuangan tanpa adanya pertimbangan bisnis jelas sehingga memberikan kesempatan bagi pihak manajemen dalam melakukan tindakan kecurangan.
2) Pengawasan Tidak Efektif (Ineffective of Monitoring)
Kurangnya pengontrolan yang dilakukan pihak manajemen mengakibatkan adanya satu atau sekelompok orang yang terdominasi sehingga dalam menyusun laporan keuangan tidak terkontrol dengan baik.
c. Rasionalization (Rasionalisasi)
Rasionalisasi adalah proses dimana pelaku kecurangan membenarkan tindakan curang mereka sehingga mereka tidak merasa bersalah atau malu. Rasionalisasi  adalah pembenaran seorang individu yang dipandu oleh cara pribadi. Rasionalisasi yang salah akan membuat pelaku berpikir bahwa tidak masalah untuk menyembunyikan sesuatu atau menipu orang lain (Awang et al., 2020). Dengan kata lain, pelaku cenderung merasionalisasi tindakan mereka dengan berbagai alasan,
12

seperti perlunya bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat, merasa diperlakukan secara tidak adil, atau berganggapan bahwa “semua orang juga melakukannya”.
2.2 [bookmark: _Toc180434496][bookmark: _Toc181393048][bookmark: _Toc181394522][bookmark: _Toc204704877]Red Flags
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Red flags adalah keadaan yang aneh dan berbeda dari biasanya. “Bendera merah” adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang di luar kebiasaan dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (Gizta, 2020). Auditor harus mampu mendeteksi kecurangan sejak dini. Tidak mungkin menggunakan metode deteksi yang sama untuk semua jenis kecurangan karena masing-masing memiliki karakteristik unik. Oleh karena itu, auditor perlu mengetahui jenis kecurangan yang mungkin terjadi. Sebagian besar bukti kecurangan bersifat tidak langsung. Gejala seperti perubahan perilaku, dokumen yang mencurigakan, keluhan pelanggan, atau kecurigaan dari rekan kerja biasanya menjadi tanda adanya kecurangan. Pada awalnya, kecurangan dapat terlihat dari karakteristik tertentu, seperti perilaku individu dan kondisi di sekitarnya.
Istilah red flags sudah sering digunakan dalam berbagai literatur audit, maknanya adalah tanda bahaya, tanda bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dan perlu mendapat perhatian. Tuanakotta (2013) menyatakan bahwa auditor dan investigator menggunakan red flags sebagai indikasi adanya kecurangan atau fraud dalam suatu laporan keuangan. Red flags juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang ganjil atau berbeda dari kondisi normal. Dengan kata lain, red flags merupakan indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Red flags tidak secara mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak, tetapi merupakan tanda peringatan bahwa kecurangan sedang atau telah
13

terjadi (Erong et.,al 2023).
State of New York Office of the State Comptroller (2007) menyebutkan bahwa red flag adalah serangkaian keadaan yang tidak biasa atau berbeda dari aktivitas normal. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut. Perlu diingat bahwa red flag tidak menunjukkan bersalah atau tidak bersalah, tetapi hanya memberikan tanda peringatan kemungkinan adanya penipuan.
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Red flags yang umum terjadi pada sebagian besar jenis aktivitas fraud dapat dikategorikan sebagai employee red flags dan management red flags (State of New York Office of the State Comptroller, 2007).
Berikut adalah uraian mengenai masing-masing kategori employee red flags dan management red flags:
1. Employee Red Flag
1.)  Perubahan gaya hidup karyawan: mobil, perhiasan, rumah, pakaian yang mahal;
2.)  Utang pribadi dan masalah kredit yang signifikan;
3.)  Perubahan perilaku: ini mungkin merupakan indikasi narkoba, alkohol, perjudian, atau hanya takut kehilangan pekerjaan;
4.)  Pergantian karyawan yang tinggi, terutama di bidang-bidang yang lebih rentan terhadap penipuan;
5.)  Penolakan untuk mengambil cuti atau cuti sakit;
6.)  Kurangnya pemisahan tugas di area yang rentan.
2. Management Red Flag
1.)  Keengganan untuk memberikan informasi kepada auditor;
2.)  Manajer sering terlibat dalam perselisihan dengan auditor;
3.)  Keputusan manajemen didominasi oleh individu atau kelompok kecil;
4.)  Manajer menunjukkan rasa tidak hormat yang signifikan terhadap badan pengawas; 
5.)  Terdapat lingkungan pengendalian internal yang lemah;
6.)  Personil akuntansi lemah atau tidak berpengalaman dalam tugas mereka;
7.)  Desentralisasi tanpa pemantauan yang memadai;
8.)  Jumlah rekening giro yang berlebihan;
9.)  Seringnya terjadi pergantian perbankan;
10.)  Seringnya pergantian auditor eksternal;
11.)  Aset perusahaan dijual di bawah nilai pasar;
12.)  Perampingan yang signifikan di pasar yang sehat;
13.)  Perpanjangan pinjaman secara terus menerus;
14.)  Jumlah transaksi akhir tahun yang berlebihan;
15.)  Tingkat pergantian karyawan yang tinggi;
16.)  Cerukan yang tidak terduga atau penurunan saldo kas;
17.)  Penolakan perusahaan atau divisi untuk menggunakan dokumen bernomor urut (kuitansi);
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18.)  Program kompensasi yang tidak proporsional.
15


19.) 

2.3 [bookmark: _Toc180434497][bookmark: _Toc181393049][bookmark: _Toc181394523][bookmark: _Toc204704878]Penelitian Terdahulu
Penelitian sebelumnya merupakan langkah penyusunan dalam penelitian yang bertindak sebagai acuan dan pembanding untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Sebuah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi cukup erat kaitannya dengan peran red flags dalam mendeteksi fraud telah dijadikan dasar untuk mendukung penelitian ini.
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[bookmark: _Toc198751448]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil
Penelitian

	1.
	Gizta (2020)
	Pengaruh Red flag dan Pelatihan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Intervening
	Variabel Dependen: Pelatihan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud

Variabel Independen: Pengaruh Red Flag

Intervening: Skeptisisme Profesional
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa red flag dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional; redflag, pelatihan, skeptisisme profesional memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; redflag dan pelatihan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan memalui skeptisisme profesional.

	2.
	Ramadhani, Laekkeng, dan Junaid (2020)
	Red Flags, Task Spesific Knowledge dan Brainstorming terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud.
	Variabel Dependen: Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud.

Variabel Independen: Red Flags, Task Spesific Knowledge dan Brainstorming
	Hasil penelitian membuktikan red flag dan task spesifik knowledge dan brainstorming positif signifikan mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi fraud.

	[bookmark: _Hlk178610775]3.
	Meidiyustiani dan Lestari (2022)
	Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Melalui Audit Tenure, Red Flags, Time Pressure, dan Kompetensi Auditor 
	Variabel Dependen: Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Variabel Independen: Audit Tenure, Red Flags, Time Pressure,dan Kompetensi Auditor
	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa audit tenure dan red flags berpengaruh positif signifikan terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan, time pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan.

	4.
	Oktaviyanto dan Ratnawati (2022)
	Effect of Audit Standard Compliance, Digital Audit, Time
Budget Pressure On Red Flag and Audit Delay
(Study At Pucblic Accounting Firm In Surabaya City)
	Variabel Dependen: Audit Delay

Variabel Independen: Audit Standard Compliance, Digital Audit, Time
Budget Pressure

Variabel Mediasi: Red Flag
	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa red flag memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran red flag sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kepatuhan terhadap standar audit, audit digital, dan tekanan anggaran waktu terhadap audit delay.

	5.
	Makkink, Steyn, Bezuidenhout (2023)
	The Role of Freight Forwarding Companies in Detecting and Investigating Trade-Based Money Laundering
	Variabel Dependen: Detecting and Investigating Trade-Based Money Laundering

Variabel Independen: The Role of Freight Forwarding Companies
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan freight forwarding memiliki posisi strategis dalam mendeteksi dan menyelidiki TBML karena keterlibatan langsung mereka dalam proses perdagangan, yang memungkinkan identifikasi red flags. Namun, masih banyak perusahaan yang belum memahami pedoman resmi untuk mengenali skema TBML dan kesulitan menghubungkan red flags dengan aliran dana ilegal. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan regulasi dan panduan yang lebih jelas agar peran mereka dalam pencegahan TBML dapat lebih optimal.
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Sumber: Data diolah peneliti, 2024
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2.4 [bookmark: _Toc180434498][bookmark: _Toc181393051][bookmark: _Toc181394524][bookmark: _Toc204704879]Kerangka Berpikir
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Berikut adalah kerangka berpikir dari peneliti. Dalam penelitian ini, red flags adalah subjek yang akan menjadi fokus peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi terkait perannya di BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Peran Red Flags


Hasil Penelitian
Analisis Data (Penyajian Data, Reduksi, Verifikasi dan Kesimpulan
Pengumpulan Data (Wawancara)
Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif
Mendeteksi Fraud

[bookmark: _Toc180434499][bookmark: _Toc181393052][bookmark: _Toc181394525][bookmark: _Toc181572132][bookmark: _Toc181574766][bookmark: _Toc204704880]BAB III
[bookmark: _Toc180434500][bookmark: _Toc181393053][bookmark: _Toc181394526][bookmark: _Toc181614612][bookmark: _Toc197801993][bookmark: _Toc198412774][bookmark: _Toc199322448][bookmark: _Toc202886933][bookmark: _Toc203142648][bookmark: _Toc204704881]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc180434501][bookmark: _Toc181393054][bookmark: _Toc181394527][bookmark: _Toc204704882][bookmark: _Hlk195996301]Jenis Penelitian


Salah satu elemen penting dalam melaksanakan sebuah penelitian adalah pemilihan metode penelitian yang akan digunakan. Pada dasarnya, metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan dan manfaat tertentu. Metode ini berfungsi untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran pengetahuan melalui prosedur ilmiah. Oleh sebab itu, pemilihan metode yang tepat sangat penting agar sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut  (Sugiyono, 2020) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. 
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Pengertian metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karaktersitik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.
 Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya (Rusandi & Rusli, 2021)
Tujuan dari penelitan kualitatif deskriptif adalah memberikan gambaran mendalam tentang suatu fenomena atau stiuasi tanpa manipulasi, berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sebagaimana adanya, mengidentifikasi pola atau tema yang muncul, serta memberikan konteks yang lebih luas. Selain itu hasilnya dapat digunakan untuk membangun teori atau hipotesis baru, sekaligus menggali persepsi atau pengalaman individu terkait fenomena yang diteliti.
3.2 [bookmark: _Toc180434502][bookmark: _Toc181393055][bookmark: _Toc181394528][bookmark: _Toc204704883]Situs Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Jalan MT. Haryono No. 19, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123.
3.3 [bookmark: _Toc180434503][bookmark: _Toc181393056][bookmark: _Toc181394529][bookmark: _Toc204704884][bookmark: _Hlk195996345]Jenis dan Sumber Data
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[bookmark: _Hlk181027758]Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020). Data dikumpul sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan mengenai topik penelitian. Informan dari penelitian ini adalah auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
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Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Kriteria tersebut antara lain:
1. Seorang auditor yang berperan dalam bidang investigasi
2. Memiliki pengalaman dan pemahaman tentang red flags
3. Bersedia menjadi informan dalam penelitian ini
[bookmark: _Toc198751548]Tabel 3.1 Informan Penelitian
	Informan
	Jabatan
	Peran
	Pengalaman
	Bidang

	RSS
	Auditor Ahli Pertama
	Pengendali Teknis
	16 Tahun
	Investigasi

	HM
	Auditor Muda
	Ketua 
Tim
	14 Tahun
	Investigasi

	RF
	Auditor Mahir
	Anggota Tim/Ketua Tim
	6 Tahun
	Investigasi


Sumber: Data diolah peneliti, 2024
3.4 [bookmark: _Toc180434504][bookmark: _Toc181393057][bookmark: _Toc181394530][bookmark: _Toc204704885][bookmark: _Hlk195996378]Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2020).
3.4.1 [bookmark: _Toc180434505][bookmark: _Toc181393058][bookmark: _Toc181394531][bookmark: _Toc204704886]Wawancara (In Depth Interview)
Esteberg (2002) dalam Sugiyono, (2020:304) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstuksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi tersturuktur (semi structure interview). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2020). Pada proses wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti, mencatat, atau merekam apa yang sudah disampaikan oleh informan.
3.5 [bookmark: _Toc204704887][bookmark: _Hlk195996399]Triangulasi
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Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2020).
Dalam hal triangulasi, Susan (Stainback, 1988) dalam Sugiyono (2020:316) menyatakan bahwa “the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being investigated”. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.
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[bookmark: _Toc198753611]Gambar 3.1 Skema Triangulasi Sumber
Sumber: Peneliti, 2024
3.6 [bookmark: _Toc204704888]Teknik Analisis Data
[bookmark: _Hlk181033382]Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam Sugiyono (2020:320) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. In fact,data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.
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Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2020:321), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan  
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman.
3.6.1 [bookmark: _Toc204704889]Data Collection (Pengumpulan Data)
Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpukan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi (Sugiyono, 2020).
3.6.2 [bookmark: _Toc181393062][bookmark: _Toc181394535][bookmark: _Toc204704890]Data Reduction (Reduksi Data)
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Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2020).
3.6.3 [bookmark: _Toc181393063][bookmark: _Toc181394536][bookmark: _Toc204704891]Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2020).
3.6.4 [bookmark: _Toc181393064][bookmark: _Toc181394537][bookmark: _Toc204704892]Conclusion Drawing/Verification
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Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2020).
Dalam Sugiyono (2020:329) juga dijelaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

[image: ]
[bookmark: _Toc198477954]Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data (interactive model)
Sumber: Sugiyono, 2020.
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3.7 [bookmark: _Toc181393065][bookmark: _Toc181394538][bookmark: _Toc204704893]Keabsahan Data
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Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedurs (William Wiersma, 1986) dalam Sugiyono (2020). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2020). Triangulasi sumber bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan kepercayaan data dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan peneliti dapat melihat keselarasan informasi yang diperoleh sehingga hasil analisis dapat lebih mendalam dan objektif. Proses ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan atau kontradiksi data, yang kemudian dapat dijelaskan lebih lanjut dalam analisis. Dengan demikian, triangulasi menjadi langkah penting dalam menjaga kredibilitas data dan kesimpulan penelitian, karena dapat mengurangi kemungkinan adanya bias atau ketidaksesuaian informasi dari satu sumber saja.


[bookmark: _Toc204704894]BAB IV
[bookmark: _Toc199322462][bookmark: _Toc202886947][bookmark: _Toc203142662][bookmark: _Toc204704895]HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 [bookmark: _Toc204704896]Gambaran Umum BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Di bawah kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, BPKP berfungsi sebagai pengawas internal yang berperan dalam audit, evaluasi, dan pembinaan pengelolaan keuangan negara baik di Tingkat pusat maupun daerah.
28
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berlokasi di Jalan MT. Haryono No. 19, Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lembaga ini memiliki fokus pada pengawasan terhadap pengelolaan dana publik di wilayah Kalimantan Timur, termasuk mendeteksi dan mencegah tindakan fraud yang dapat merugikan negara. Dengan tim auditor yang berpengalaman dan pemanfaatan teknologi canggih, BPKP Perwakilan Kalimantan Timur berperan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa tugas utama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur meliputi:
1.) Melakukan audit keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah;
2.) Memberikan asistensi teknis dalam pengelolaan anggaran dan pengendalian internal;
3.) Melakasanakan evaluasi dan pengawasan atas pengelolaan dana publik untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;
4.) Mengidentifikasikan dan mencegah potensi fraud melalui pendekatan berbasis risiko.
4.2 [bookmark: _Toc204704897]Profil Informan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
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[bookmark: _Hlk195618772]Pada penelitian ini, informan terdiri dari tiga auditor yang memiliki peran dan pengalaman berbeda dalam bidang investigasi di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, berikut adalah profil singkat masing-masing informan:

1.) RSS
· [bookmark: _Hlk192796644]Jabatan: Auditor Ahli Pertama, Pengendali Teknis
· Pengalaman: 16 Tahun
· Bidang: Investigasi
RSS adalah salah satu informan dalam penelitian ini yang menjabat sebagai Auditor Ahli Pertama dan berperan sebagai Pengendali Teknis di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan pengalaman selama 16 tahun, RSS memiliki keahlian di bidang investigasi, terkhusus dalam menangani kasus-kasus penyimpangan yang memerlukan analisis komprehensif.
2.) HM
· [bookmark: _Hlk192796697]Jabatan: Auditor Muda, Ketua Tim
· Pengalaman: 14 Tahun
· Bidang: Investigasi
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HM adalah salah satu informan dalam penelitian ini yang menjabat sebagai Auditor Muda dan berperan sebagai Ketua Tim di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan pengalaman selama 14 Tahun, HM memiliki keahlian di bidang Investigasi, terkhusus dalam menangani kasus-kasus penyimpangan yang memerlukan analisis komprehensif.
3.) RF
· Jabatan: Auditor Mahir, Anggota Tim/Ketua Tim
· Pengalaman: 6 Tahun
· Bidang: Investigasi
RF adalah salah satu informan dalam penelitian ini yang menjabat sebagai Auditor Mahir di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan pengalaman selama 6 tahun, RF memiliki keahlian di bidang investigasi dan berperan sebagai Anggota Tim maupun Ketua Tim dalam pelaksanaan audit.
4.3 [bookmark: _Toc204704898]Visualisasi Data dan Triangulasi Temuan
Pada bagian ini disajikan hasil penelitian secara umum berdasarkan proses pengolahan dan analisis data menggunakan perangkat lunak Nvivo 15. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa tema dan subtema (kode dan subkode), sesuai dengan fokus penelitian mengenai peran red flags dalam mendeteksi fraud dari perspektif auditor BPKP. Selain narasi, visualisasi data dan table triangulasi digunakan untuk memperkuat temuan awal yang diperoleh dari wawancara dengan ketiga informan.
4.3.1 [bookmark: _Toc204704899]Visualisasi Word Cloud
[bookmark: _Hlk195743541]Word cloud merupakan visualisasi teks yang menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam bentuk ukuran huruf yang bervariasi, semakin sering sebuah kata muncul, maka ukurannya akan semakin besar. Visualisasi ini digunakan untuk mengidentifikasi tema atau topik yang paling dominan dari hasil wawancara.
[bookmark: _Hlk195626149]Pada penelitian ini, word cloud digunakan untuk menggambarkan kata-kata kunci yang sering disebutkan oleh para informan terkait proses deteksi fraud melalui red flags. Dengan demikian, word cloud membantu memberikan gambaran awal mengenai fokus pembahasan para informan atau auditor BPKP dalam wawancara yang telah dilakukan.

[image: ]
[bookmark: _Toc198479358]Gambar 4.1 Word Cloud
Sumber: Peneliti, 2025
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Berdasarkan hasil visualisasi, kata-kata seperti “audit”, “fraud”, “red flags”, dan “kasus” menjadi yang paling sering muncul. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa inti pembahasan para informan berfokus pada proses audit dan peran red flags dalam mendeteksi potensi kecurangan (fraud) dalam kasus-kasus tertentu.
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[bookmark: _Hlk201327916]Selain itu, munculnya kata-kata seperti “penyimpangan”, “tekanan”, “auditor”, “keuangan” dan “kerugian” juga muncul cukup sering di dalam visualisasi word cloud. Kata-kata tersebut menunjukkan adanya perhatian informan atau auditor terhadap kondisi-kondisi penyebab munculnya red flags, serta tanggung jawab auditor dalam menindaklanjuti indikasi penyimpangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan potensi kerugian keuangan negara
4.3.2 [bookmark: _Toc204704900]Matrix Coding antar Informan
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Matrix coding query merupakan metode analisis yang digunakan untuk membandingkan kode-kode yang telah dibuat dengan sumber data yang ada. Dalam analisis ini, data dari informan yang berbeda dibandingkan berdasarkan kategori yang sudah ditentukan, seperti indikator red flags, tindak lanjut red flags dan keputusan untuk investigasi. Visualisasi hasil dari matrix coding query memudahkan peneliti untuk melihat pola hubungan antara kategori-kategori tersebut dan bagaimana tiap informan memberikan kontribusi pada masing masing kategori.
[bookmark: _Toc198481964][image: ]Gambar 4.3 Matrix Coding Query – Indikator Red Flags 
Sumber: Peneliti, 2025
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Berdasarkan hasil matrix coding query pada kode “indikator red flags”, masing-masing informan menunjukkan fokus berbeda sesuai pengalaman dan sudut pandangnya. Informan RSS mencatat referensi terbanyak, terutama pada gaya hidup glamour (7 referensi), pemalsuan daftar dan rekening (6), serta kinerja tidak wajar (5), menunjukkan sensitivitasnya terhadap aspek perilaku dan gaya hidup sebagai sinyal awal fraud. Sementara itu, RF lebih menyoroti laporan realisasi tidak sesuai fakta (4 referensi) dan perilaku komunikasi mencurigakan (2), menandakan perhatiannya pada aspek administratif dan komunikasi. Adapun HM cenderung fokus pada dokumen manajemen risiko (3 referensi) dan laporan realisasi (4), yang mencerminkan pendekatannya yang mengedepankan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Perbedaan ini menggambarkan bahwa masing-masing auditor memiliki kecenderungan pendekatan tersendiri dalam mengenali red flags sesuai pengalaman dan intuisi mereka. 

[bookmark: _Toc198482718][image: ]
Gambar 4.4 Matrix Coding Query – Tindak Lanjut Red Flags
Sumber: Peneliti, 2025
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Berdasarkan hasil matrix coding query pada kode “tindak lanjut red flags” terlihat bahwa terdapat variasi pendekatan antar informan. Informan RF menunjukkan kontribusi tertinggi pada subkode “Pendekatan Berjenjang” dengan 3 referensi, yang menggambarkan tindak lanjut secara bertahap melalui prosedur formal seperti ekspos awal. Sementara itu, informan HM mendominasi pada subkode “Pendekatan Audit PKKN dan Koordinasi” dengan 1 referensi yang mengindikasikan pendekatan strategis dan sikap penuh pertimbangan dalam menangani kasus yang sensitif, serta pelibatan mekanisme audit dan koordinasi lintas pihak.
[bookmark: _Toc198483399][image: ]
Gambar 4.5 Matrix Coding Query – Keputusan Untuk Investigasi
[bookmark: _Hlk196226343]Sumber: Peneliti, 2025 
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Berdasarkan hasil matrix coding query pada kode “keputusan untuk investigasi”, tampak bahwa informan RSS memiliki jumlah referensi terbanyak, yaitu sebanyak 7 referensi. Hal ini menunjukkan bahwa RSS memberikan perhatian yang cukup besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam audit investigatif, baik dari segi prosedur, pertimbangan, maupun konteks yang mendasari. Sementara itu, informan RF menyumbang 3 refensi, yang memperlihatkan keterlibatannya dalam aspek pengambilan keputusan, tidak sebanyak RSS. Informan HM hanya menyebutkan sebanyak 1 referensi yang mengindikasikan bahwa keterlibatannya atau fokus pembahasannya terhadap tahapan pengambilan keputusan dalam proses investigatif cenderung lebih terbatas dibandingkan informan lainnya. Perbedaan jumlah referensi ini menunjukkan bahwa tiap auditor memiliki pengalaman, sudut pandang dan penekanan yang berbeda terkait bagaimana keputusan untuk melanjutkan ke tahap investigasi ditentukan. RSS tampaknya lebih terbiasa atau lebih banyak terlibat dalam proses tersebut dibanding dua informan lainnya.
4.3.3 [bookmark: _Toc204704901]Triangulasi Sumber Data
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Proses triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dan mengonfirmasi jawaban dari ketiga informan, yaitu HM, RSS dan RF terhadap tiga pertanyaan utama yang telah dikembangkan berdasarkan fokus penelitian. Tabel berikut menyajikan ringkasan jawaban dari masing-masing informan beserta interpretasi awal terhadap pola atau kecenderungan yang muncul. Interpretasi ini disusun secara umum sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut yang akan dibahas dalam bagian berikutnya.
[bookmark: _Toc198751728]Tabel 4.1 Triangulasi Sumber Data
	Pertanyaan
	Informan 1
	Informan 2
	Informan 3

	1). Apa saja indikator utama yang digunakan oleh auditor BPKP untuk mengenali red flags?
	Auditor BPKP tidak bisa langsung menyatakan sesuatu sebagai red flags tanpa adanya laporan. Jika ada pengaduan terkait gaya hidup mewah seseorang atau dugaan suap kepada auditor, maka dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan sumber kekayaan tersebut. Jika ditemukan indikasi tidak wajar, maka red flags tersebut baru bisa ditindaklanjuti.
	Indikator utama red flags meliputi gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan, perilaku kerja yang mencurigakan seperti ketidakhadiran tetapi pekerjaan tetap selesai, serta pencapaian target yang tidak wajar. Red flags merupakan indikasi awal adanya risiko penyimpangan dan bukan bukti pasti terjadinya fraud, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut.
	Indikator utama red flags berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, terutama di tingkat manajerial. Red flags dapat diidentifikasi melalui dokumen manajemen risiko fraud, yang memetakan potensi risiko dalam proses bisnis serta sistem pengendaliannya.

	2). Bagaimana auditor BPKP menindaklanjuti red flags dalam audit laporan keuangan?
	Proses audit investigasi dimulai dari permintaan instansi penyidik seperti kepolisian atau kejaksaan kepada BPKP. Sebelum audit dilakukan, diadakan ekspos kasus untuk menentukan apakah terdapat indikasi penyimpangan yang mengarah pada kerugian keuangan negara. Jika ditemukan indikasi tersebut, maka dilakukan audit lebih lanjut dengan menghitung potensi kerugian dan menyusun laporan yang digunakan sebagai bukti dalan proses hukum.
	Penindaklanjutan terhadap red flags dalam audit laporan keuangan dilakukan dengan memeriksa hasil pekerjaan atau dokumen yang dihasilkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menggali informasi dari lingkungan sekitar individu yang dicurigai, termasuk rekan kerja dan bagian lain yang mungkin memiliki informasi tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengonfirmasi indikasi awal sebelum mengambil kesimpulan lebih lanjut. Red flags tidak serta-merta menjadi dasar tuduhan, tetapi harus disertai dengan bukti penyimpangan nyata dalam laporan keuangan agar dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan fraud.
	Langkah awal adalah meninjau kebijakan dan aturan perusahaan terkait sanksi atau tindakan hukum. Audit internal kemudian dilakukan untuk menilai sejauh mana penyimpangan terjadi serta dampaknya, dengan melibatkan tim legal atau satuan pengawas internal (SPI).

	3). Kapan auditor BPKP memutuskan bahwa red flags cukup serius untuk di investigasi?
	Auditor memutuskan red flags cukup serius untuk investigasi ketika ada pengaduan yang memenuhi tiga aspek utama (3W): siapa yang terlibat, kapan kejadian terjadi, dan apa inti permasalahannya. Jika informasi ini cukup kuat, maka dilakukan telaah lebih dalam menggunakan pendekatan 5W2H untuk menginformasi adanya indikasi fraud. Jika hasil telaah menunjukkan indikasi yang kuat, pimpinan menunjuk tim khusus untuk melakukan audit investigasi.
	Keputusan menindaklanjuti red flags ke tahap investigasi diambil pada tahap klarifikasi, setelah pemeriksaan awal terhadap dokumen, wawancara dan analisis lainnya. Red flags bukan satu-satunya dasar, melainkan harus didukung bukti lain yang cukup kuat. Fokusnya adalah mengidentifikasi pihak yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan, bukan langsung menghitung kerugian. Penilaian mencakup klarifikasi, analisis kekayaan dan gaya hidup, serta mempertimbangkan tekanan, kesempatan dan rasionalisasi dalam teori fraud triangle.
	Audit investigatif dilakukan ketika unsur pidana belum terbukti dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti. Keputusan untuk investigasi diambil jika minimal 3W1H (what, when, where, how) telah terpenuhi, sedangkan audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan jika semua unsur pidana telah terbukti.
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Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025
Berdasarkan hasil triangulasi sumber data yang disajikan pada tabel di atas, berikut ini merupakan interpretasi dari masing-masing aspek yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini:
1) Interpretasi pertanyaan 1
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Indikator utama yang digunakan auditor BPKP untuk mengenali red flags mencakup gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan, perilaku kerja yang mencurigakan seperti ketidakhadiran yang tidak wajar, serta kondisi yang tampak tidak lazim seperti pencapaian target meskipun kehadiran rendah. Selain itu, indikator juga bisa muncul dari laporan pengaduan atau temuan dalam dokumen manajemen risiko fraud yang memetakan potensi penyimpangan dalam proses bisnis. Red flags dipahami sebagai indikasi awal adanya risiko penyimpangan, bukan bukti langsung terjadinya kecurangan, sehingga tetap memerlukan verifikasi dan penelusuran lanjutan sebelum ditindaklanjuti dalam proses audit.
2) Interpretasi pertanyaan 2
Penindaklanjutan red flags dalam audit laporan keuangan dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari klarifikasi atas indikasi awal yang muncul. Auditor akan memeriksa terlebih dahulu dokumen atau hasil kerja yang relevan, lalu menggali informasi dari lingkungan kerja individu yang dicurigai, termasuk kolega atau bagian terkait yang mungkin mengetahui situasi lebih dalam. Jika indikasi tersebut dinilai cukup kuat, maka dilanjukan dengan audit internal atau audit investigatif yang melibatkan satuan pengawasan internal dan tim legal maupun pihak eksternal seperti kepolisian atau kejaksaan. Proses ini bertujuan untuk mengonfirmasi apakah benar terjadi penyimpangan yang berdampak pada keuangan negara. Red flags sendiri tidak langsung menjadi dasar tuduhan, namun menjadi titik awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga ditemukan bukti konkret guna mendukung proses hukum jika diperlukan.
3) Interpretasi pertanyaan 3
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Auditor BPKP memutuskan bahwa suatu red flags layak ditindaklanjuti ke tahap investigasi ketika indikasi awal telah memenuhi unsur informasi yang memadai, seperti apa peristiwanya, siapa yang terlibat, kapan dan bagaimana kejadiannya berlangsung. Tahapan klarifikasi menjadi bagian penting dalam proses audit, karena pada tahap ini auditor menilai sejauh mana indikasi red flags memiliki landasan yang cukup untuk ditindaklanjuti lebih lanjut ke tahap investigasi. Proses klarifikasi dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara, serta penelusuran terhadap profil kekayaan dan gaya hidup pihak terkait. Keputusan untuk melakukan investigasi biasanya didasarkan pada pendekatan seperti 3W1H atau 3W2H, dan akan dilanjutkan apabila indikasi yang ditemukan dinilai signifikan. Dalam menilai keseriusan red flags, auditor juga mempertimbangkan aspek-aspek dalam teori fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi untuk memahami motif serta potensi terjadinya fraud.
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Dari triangulasi ini terlihat bahwa ketiga informan menunjukkan perspektif yang beragam, terutama dalam aspek indikator dan tindak lanjut red flags. Meskipun terdapat perbedaan dalam fokus dan pendekatan antar informan, juga ada benang merah yang menunjukkan kesamaan pandangan terkait pentingnya deteksi dini dan proses investigasi yang terstruktur. Hasil triangulasi ini memperkuat temuan dalam matrix coding query sebelumnya, dan akan dibahas lebih lanjut secara mendalam dalam pembahasan tiap kode dan subkode pada bagian berikutnya.
4.4 [bookmark: _Toc204704902]Pembahasan Temuan Penelitian
Pembahasan pada bagian ini disusun berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan informan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 15, yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kode dan subkode yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan disajikan secara tematik sesuai dengan enam kode utama, yaitu peran red flags, definisi red flags, indikator red flags, tindak lanjut red flags, dan keputusan untuk investigasi. Setiap tema atau kode akan dibahas dengan mengacu pada kutipan data dari setiap wawancara dengan informan.
4.5 [bookmark: _Toc204704903]Peran Red Flags
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Pada bagian ini akan membahas tentang mengapa red flags dianggap penting dalam proses deteksi fraud menurut perspektif auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Red flags dipahami sebagai indikator awal yang dapat menuntun auditor dalam menemukan potensi penyimpangan yang mengarah pada fraud. Dengan adanya red flags, auditor memiliki dasar untuk memperkuat fokus dan arah pemeriksaan, sehingga proses deteksi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.
[image: ]
[bookmark: _Toc201321005]Gambar 4.6 Matrix Coding Query – Peran Red Flags
Sumber: Peneliti, 2025
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Hasil matrix coding menunjukkan bahwa seluruh informan menyampaikan pandangannya terkait peran red flags dalam proses deteksi fraud. Setiap informan yaitu HM, RSS, dan RF menyampaikan empat referensi yang berkaitan dengan tema ini. Temuan ini menunjukkan bahwa red flags dipandang sebagai hal penting yang tidak terpisahkan dari proses kerja auditor dalam mengidentifikasi indikasi awal terjadinya kecurangan. Kesamaan jumlah referensi ini juga menunjukkan adanya kesepahaman di antara para auditor bahwa red flags menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan langkah audit lanjutan.
Untuk memahami lebih lanjut bagaimana auditor memaknai pentingnya red flags, berikut beberapa kutipan hasil wawancara yang telah dikoding ke dalam tema ini.
“Red flag itu penting karena fraud bersifat tersembunyi.”

“Karena sifatnya tersembunyi, kita bisa mendeteksinya melalui indikasi-indikasi tertentu. Kita bisa melihat red flag dari berbagai faktor, misalnya melalui saluran pengaduan, yang bisa menjadi bukti awal bahwa ada indikasi kecurangan. Kemudian, ada juga respons terhadap indikasi tersebut, seperti audit investigasi atau audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara). Jadi, red flag itu memang sesuatu yang penting dalam mendeteksi fraud.
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Pernyataan HM menegaskan bahwa red flags memiliki peran penting dalam mendeteksi fraud karena sifat dasar dari fraud itu adalah tersembunyi dan sulit terdeteksi secara langsung.
HM menjelaskan bahwa keberadaan red flags berfungsi sebagai indikator awal yang dapat memunculkan dugaan terjadinya kecurangan. Red flags dapat muncul dari berbagai sumber, seperti saluran pengaduan, yang memberikan sinyal awal untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut terhadap indikasi tersebut kemudian dapat berupa audit investigatif atau audit PKKN. Dengan demikian, red flags dipahami oleh HM sebagai alat bantu penting dalam mengarahkan proses audit menuju pengungkapan fraud secara lebih mendalam.
“Red flag itu masih merupakan indikasi awal. Jika ada indikasi fraud, maka auditor BPKP harus melakukan audit investigasi atau audit PKKN. Bedanya, audit investigasi dilakukan ketika red flag-nya belum terbukti dan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh auditor BPKP.

“Sedangkan, audit PKKN dilakukan setelah tim penyidik sudah yakin bahwa memang ada red flag yang valid. Dalam audit PKKN, tugas auditor adalah menghitung berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat fraud tersebut.”
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Pernyataan HM menjelaskan bahwa red flags berfungsi sebagai indikasi awal dalam proses deteksi fraud, bukan sebagai bukti langsung. Red flags menjadi titik awal yang menentukan jenis tindak lanjut audit yang akan dilakukan. Jika indikasi masih perlu dikonfirmasi, maka auditor akan melakukan audit investigatif guna memperoleh kepastian atas dugaan tersebut. Namun, jika indikasi red flags telah diyakini valid oleh pihak penyidik, maka proses dilanjutkan ke audit PKKN, yang fokus pada penghitungan kerugian negara akibat fraud. Hal ini menunjukkan bahwa red flags memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan bentuk audit yang sesuai dengan tingkat keyakinan terhadap adanya kecurangan.
“Penting banget. Itu bagian dari wawancara juga. Makanya, kalau di auditor, selain punya kompetensi teknis sebagai auditor, seperti mengikuti standar audit dan teknik audit kita juga butuh kemampuan lain.”

“Selain kompetensi teknis, kita juga harus punya kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal itu penting karena kita berhadapan langsung dengan orang-orang dalam proses audit. Jadi, kita nggak cuma lihat angka di laporan keuangan, tapi juga berinteraksi dengan orangnya.”
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Pernyataan RSS menekankan pentingnya kemampuan interpersonal dalam proses audit, yang seringkali kurang mendapat perhatian. Selain kompetensi teknis yang sudah menjadi keharusan, auditor juga harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam konteks audit yang melibatkan wawancara dan komunikasi langsung dengan individu terkait. RSS menekankan bahwa audit tidak hanya soal memeriksa angka dalam laporan keuangan, tetapi juga bagaimana auditor berinteraksi dengan pihak yang diaudit untuk memperoleh informasi yang relevan. Kemampuan interpersonal ini memungkinkan auditor untuk lebih memahami konteks di balik angka dan memberikan wawasan yang lebih dalam terkait potensi fraud, yang pada akhirnya berperan dalam mendeteksi red flags.
“Karena dalam dunia audit, red flag itu pada akhirnya akan membantu menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas fraud yang sedang kita audit. Dari sekian banyak pihak yang terlibat, kita cari siapa yang paling bertanggung jawab.”
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Pernyataan RSS menegaskan bahwa red flags memiliki peran penting dalam menentukan pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya fraud yang sedang diaudit. Dalam dunia audit, red flags tidak hanya membantu mengidentifikasi adanya indikasi kecurangan, tetapi juga memfasilitasi auditor dalam menyaring dan mencari pihak yang memiliki keterlibatan paling signifikan dalam terjadinya fraud tersebut. Dengan demikian, red flags berfungsi sebagai alat bantu yang mengarah pada penentuan tanggung jawab dalam kasus fraud serta menjadi langkah penting dalam proses audit untuk memastikan akuntabilitas yang berlandaskan integritas dan kejelasan tanggung jawab.
"Karena red flags itu muncul setelah kita melakukan identifikasi risiko."

"Setelah risiko diidentifikasi, kita menemukan red flags, lalu menetapkan kendaliannya."

"Nah, risiko itu sendiri adalah sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi."

Pernyataan RF menjelaskan posisi strategis red flags dalam tahapan proses audit, khususnya setelah tahap identifikasi risiko dilakukan. Menurut RF, red flags muncul sebagai sinyal awal yang terdeteksi pasca proses pengenalan potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu entitas. Setelah risiko tersebut dikenali, red flags menjadi indikator penting yang membantu auditor menetapkan langkah pengendalian yang sesuai. Dengan kata lain, red flags berfungsi sebagai jembatan antara identifikasi risiko dan tindakan lanjut, memperkuat langkah auditor dalam menghadapi situasi yang berpotensi merugikan. Perspektif ini menegaskan bahwa red flags bukan sekedar gejala, tetapi bagian penting dalam kerangka kerja audit berbasis risiko.
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4.6 [bookmark: _Toc204704904]Definisi Red Flags
Pada bagian ini, akan dibahas tentang definisi red flags menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Red flags mengarah pada indikasi atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan atau kecurangan. Pemahaman tentang definisi ini penting untuk memberikan landasan yang jelas dalam mengenali gejala-gejala awal yang biasa menjadi petunjuk adanya fraud.
[bookmark: _Toc198484143][image: ]
[bookmark: _Toc201321780]Gambar 4.7 Mind Map – Definisi Red Flags
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Sumber: Peneliti, 2025 
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, definisi red flags bervariasi namun memiliki benang merah yang sama, yaitu menunjuk pada keberadaan tanda-tanda awal terjadinya penyimpangan. Analisis melalui mind map menunjukkan bahwa definisi red flags dapat dipetakan ke dalam kategori utama yaitu hal tidak wajar, sinyal awal dan area rawan. Ketiga kategori ini mencerminkan sudut pandang para auditor dalam menginterpretasikan situasi-situasi yang berpotensi mengarah pada fraud.
HM menjelaskan bahwa red flags adalah tanda-tanda yang bisa muncul dalam berbagai bentuk, terutama dalam bentuk perilaku yang dianggap tidak wajar. Salah satu contohnya adalah gaya hidup seseorang yang tidak sesuai dengan profil jabatannya. Menurut HM, pengamatan terhadap gaya hidup dapat menjadi penanda awal yang menunjukkan adanya sesuatu yang janggal.
“Untuk mendeteksi fraud, selain dari gaya hidup seseorang, ada metode lain yang lebih efektif, yaitu sistem whistleblowing atau sistem pengaduan yang telah disistematisasi. Dengan adanya sistem ini, siapa pun dapat melaporkan jika menemukan sesuatu yang dianggap tidak wajar. Misalnya, dalam gaya hidup seseorang atau jika individu tersebut berada di lingkungan kerja yang memiliki idealisme tertentu, terutama idealisme anti-korupsi. Maka, ia bisa menyalurkan laporannya melalui saluran-saluran yang telah disediakan.”

HM menekankan bahwa red flags dapat dikenali dari hal-hal yang tidak wajar, baik yang terpantau secara langsung melalui perilaku individu maupun yang dilaporkan melalui sistem pengaduan. Dalam konteks ini, red flags tidak hanya bersumber dari observasi personal, tetapi juga dapat dideteksi secara sistemik melalui pelibatan lingkungan kerja yang responsif terhadap penyimpangan.
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RSS memandang red flags sebagai sinyal awal yang bersifat indikatif, bukan bukti langsung atas terjadinya penyimpangan. Peran utamanya lebih sebagai alat deteksi dini yang harus diikuti dengan verfikasi lebih lanjut sebelum auditor mengambil kesimpulan.
“Red flags itu tanda-tanda negatif.”

“Red flags itu kan cuma tanda awal, bukan bukti langsung adanya fraud. Bisa jadi memang ada sesuatu, tapi bisa juga nggak. Makanya, kalau ada orang yang udah jelas red flag banget, kita tetap perlu bukti tambahan sebelum menyimpulkan ada fraud.”
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RSS menjelaskan bahwa red flags merupakan tanda-tanda negatif yang belum tentu menunjukkan adanya kecurangan secara pasti. Oleh karena itu, ketika auditor menemukan kondisi yang tampak mencurigakan, pendekatan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya proses yang penuh ketelitian dalam analisis agar menghindari kesalahan interpretasi terhadap indikasi awal.
[bookmark: _Hlk196349054]RF lebih fokus pada aspek struktural dan potensi penyalahgunaan wewenang yang sering kali menjadi pemicu timbulnya red flags. RF menjelaskan bahwa dalam sistem organisasi, wewenang yang melekat pada jabatan tertentu bisa menjadi titik rawan yang menandakan potensi terjadinya fraud.
“Red flags itu area yang paling rawan, terutama dalam konteks penyalahgunaan wewenang. Dalam satu sistem terdapat struktur, di mana setiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing. Di struktur manajerial, ada wewenang yang tidak dimiliki oleh semua jabatan. Tidak semua yang memiliki tugas juga memiliki wewenang, dan biasanya, wewenang ini hanya melekat pada jabatan di tingkat manajerial. Dengan adanya wewenang tersebut, muncul risiko baru, yaitu penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, secara garis besar, red flags dalam konteks fraud dapat diartikan sebagai area yang paling rawan karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang.” 

“Red flags itu lebih ke indikasi, bukan bukti langsung bahwa ada fraud. Ini lebih ke area yang perlu dicermati lebih dalam.” 

RF menekankan bahwa red flags bukan bukti pasti adanya kecurangan, melainkan sebuah indikator awal yang perlu diperhatikan secara cermat. RF menyoroti bahwa area yang paling rawan, terutama dalam struktur organisasi dengan pembagian wewenang tertentu, sering kali menjadi titik potensial munculnya penyimpangan akibat penyalahgunaan wewenang. 
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Secara keseluruhan, red flags bukan hanya gejala yang bersifat kasat mata, melainkan indikator yang harus dianalisis dengan teliti melalui berbagai pendekatan, baik secara personal, sistemik, maupun struktural. Ketiga pandangan informan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap red flags memiliki peran penting dalam proses awal identifikasi fraud dengan tetap mempertimbangkan konteks serta pendekatan yang digunakan.
4.7 [bookmark: _Toc204704905]Indikator Red Flags
Indikator red flags merupakan elemen-elemen spesifik yang diamati auditor dalam proses pengawasan dan pemeriksaan yang berpotensi menunjukkan adanya penyimpangan dari praktik keuangan yang seharusnya. Pemahaman terhadap indikator-indikator tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan auditor dalam menentukan perlunya suatu kasus ditindaklanjuti ke tahap investigasi lebih lanjut. Dalam konteks BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, indikator red flags yang dikenali auditor menggambarkan kumpulan pengalaman profesional yang telah diperoleh dalam menangani kasus audit, sehingga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap pola-pola kecurangan yang berpotensi muncul dalam pengelolaan keuangan negara. 
[bookmark: _Toc201322046][bookmark: _Toc198484330][image: ]
Gambar 4.8 Hierarchy Chart – Indikator Red Flags
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Sumber: Peneliti, 2025
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Berdasarkan visualisasi hierarchy chart, terlihat bahwa indikator red flags yang paling menonjol dalam pandangan auditor adalah gaya hidup glamour dan pemalsuan daftar serta rekening penerima. Gaya hidup yang mencolok dianggap sebagai sinyal kuat karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi finansial pegawai dengan tampilan kesehariannya, yang menimbulkan kecurigaan terhadap potensi penyimpangan. Sementara itu, pemalsuan daftar dan rekening penerima menunjukkan adanya manipulasi administratif yang sistematis dan disengaja untuk keuntungan pribadi, sehingga dianggap sebagai indikator yang sangat serius. Selain kedua indikator tersebut, dominasi pekerjaan oleh satu pihak, kinerja tidak wajar, serta penampilan dan perilaku mencurigakan juga tampak cukup menonjol dalam visualisasi. Dominasi pekerjaan mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembagian tugas yang dapat membuka celah terjadinya penyimpangan. Kinerja tidak wajar mencakup ketidakhadiran pegawai yang justru mencapai target kinerja, serta kebiasaan tidak mengambil cuti yang dipandang sebagai bentuk mekanisme perlindungan diri yang mencurigakan. Penampilan serta perilaku yang tidak biasa pun turut menjadi perhatian auditor sebagai sinyal awal yang memerlukan pengamatan lebih lanjut. Di sisi lain, indikator seperti laporan yang tidak sesuai fakta, dokumen manajemen risiko, serta komunikasi yang tidak biasa juga muncul dalam visualisasi. Indikator-indikator tersebut mencerminkan lemahnya kontrol internal, ketidakseimbangan sistem kerja, serta adanya pemicu awal yang bersifat kontekstual dan subjektif untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang bersifat langsung dan berdampak pada alur keuangan cenderung lebih dominan daripada yang bersifat perilaku atau administratif pendukung.
1. [bookmark: _Hlk196351377][bookmark: _Hlk196677360]Dokumen Manajemen Risiko
Dalam proses deteksi fraud, dokumen manajemen risiko fraud memiliki peran penting sebagai alat awal yang digunakan auditor untuk mendeteksi indikator red flags. Hal ini disampaikan oleh informan RF yang menjelaskan bahwa setiap organisasi secara formal memiliki struktur manajemen yang terdokumentasi, termasuk di dalamnya sistem manajemen risiko yang mencakup potensi fraud di berbagai proses bisnis. 
"Secara formal, setiap perusahaan memiliki manajemen, namun yang dimaksud di sini bukan manajemen dalam arti orang, melainkan secara manajerial. Setiap perusahaan pasti memiliki dokumen manajemen, termasuk di dalamnya dokumen manajemen risiko fraud. Manajemen risiko fraud ini sudah memetakan berbagai risiko dalam setiap proses bisnis manajerial. Misalnya, dalam fungsi bendahara, yang bertugas mengeluarkan kas, ada risiko penyalahgunaan wewenang dalam proses pengeluaran kas tersebut. Risiko ini dikendalikan dengan mekanisme otorisasi, misalnya. Secara formal, indikator utama dalam mendeteksi fraud ditunjukkan dengan adanya dokumen manajemen risiko fraud. Seharusnya, red flags dapat terdeteksi melalui dokumen tersebut."

[bookmark: _Hlk196351965]Pernyataaan tersebut menunjukkan bahwa dokumen manajemen risiko fraud tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai media sistematis untuk mengenali area yang berpotensi mengandung red flags. Dengan pemetaan risiko yang spesifik, seperti pada fungsi bendahara yang berpotensi menyalahgunakan wewenang, auditor dapat menelusuri indikator-indikator red flags berdasarkan skor risiko yang telah dihitung.
"Coba nanti Mas download file terkait pembangunan di IKN, misalnya tentang manajemen risiko. Anggap saja proyeknya Pulau Balang, atau kalau tidak, proyek strategis nasional (PSN) lainnya. Nanti cari manajemen risiko dari proyek tersebut. Sebelum pelaksanaan, semua proses bisnisnya akan diidentifikasi dulu, mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan. Jadi, awalnya kita identifikasi dulu dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, sampai serah terima pekerjaan. Dari situ, kita lihat apa saja potensi tindak kriminal yang mungkin terjadi di setiap tahapannya, lalu dihitung risikonya, seberapa sering kejadian itu bisa terjadi. Setelah itu, baru didapatkan skor risikonya. "
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“Skor risiko ini biasanya berkisar antara 1 sampai 25, tergantung seberapa besar dampaknya. Misalnya, kalau pada tahap pembayaran ada risiko gratifikasi kepada pemberi kerja, probabilitas kejadiannya 4, dampaknya 5, jadi total skornya 20. Kalau skor risiko ada di rentang 20 sampai 25, itu berarti masuk ke area red flags.”

Lebih lanjut RF memberikan contoh dari proyek strategis nasional seperti Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), penyusunan dokumen manajemen risiko menjadi langkah awal yang penting sebelum pelaksanaan proyek dimulai. Dokumen ini mencakup pemetaan seluruh tahapan proses bisnis, mulai dari perencanan, pelaksanaan, pembayaran, hingga serah terima untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, termasuk korupsi atau gratifikasi. Setelah potensi tersebut diidentifikasi, dilakukan penilaian risiko dengan menghitung probabilitas dan dampak yang ditimbulkan, di mana masing-masing aspek diberi skor 1 sampai 5. Hasil perkalian dari kedua skor tersebut menghasilkan total skor risiko, yang kemudian diklasifikasikan untuk menentukan tingkat kewaspadaan. Skor dengan nilai 20 hingga 25 dikategorikan sebagai red flags, yaitu sinyal peringatan atas potensi penyimpangan signifikan yang harus segera direspons oleh auditor.
Sebagai contoh, RF menyebutkan bahwa pada tahap pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya gratifikasi kepada pemberi kerja. Jika probabilitas kejadiannya dinilai 4 dan dampaknya 5, maka skor risiko totalnya menjadi 20, yang berarti masuk ke dalam kategori red flags. Dari penjelasan ini terlihat bahwa indikator red flags tidak hanya didasarkan pada temuan langsung di lapangan, tetapi juga dapat dikenali melalui analisis awal yang terdokumentasi dalam dokumen manajemen risiko. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai alat prediktif yang membantu auditor memetakan titik-titik rawan penyimpangan bahkan sebelum proyek dilaksanakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberadaan red flags dapat terdeteksi secara sistematis melalui proses evaluasi risiko yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
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2. Gaya Hidup Glamour
Indikator red flags berikutnya yang diamati auditor adalah gaya hidup glamour yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan resmi seseorang, khususnya dalam konteks pegawai pemerintahan atau honorer. Gaya hidup yang mencolok dan melebihi kemampuan finansial yang wajar sering kali menjadi sinyal awal adanya potensi penyimpangan, terutama jika tidak terdapat sumber pendapatan tambahan yang jelas dan sah.
“Hidupnya mewah banget. Bayangin aja, honorer di XXX, tapi mobilnya Pajero, coy!”

“Honorer lho, bukan pegawai struktural. Bukan maksudnya kita merendahkan ya, tapi kan honorer gajinya nggak besar. Nah, dia ini suka nraktir teman-temannya, sering makan di tempat-tempat mahal.”

“Dia beli ladang sawit, beli rumah."

“Dia sampai beli drone yang harganya 90 juta.”

“Itu red flag sebenarnya. Apalagi dia cuma pegawai honorer. Kalau PNS, dokter spesialis di rumah sakit hidupnya mewah, ya wajar. Tapi kalau honorer, tiba-tiba hidupnya glamour, itu mencurigakan” 

“Karena kalau dokter atau PNS yang lain punya banyak kerjaan sampingan, misalnya buka klinik atau kerja di luar, itu masih masuk akal ya.”

52

“Tapi kalau ada yang statusnya pegawai biasa, tapi tiba-tiba hidupnya jauh lebih mewah, itu mulai mencurigakan.”

Pernyataan RSS menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara status pekerjaan dan gaya hidup yang dijalani menjadi indikator awal yang cukup kuat dalam mendeteksi potensi fraud. Dalam konteks pegawai honorer yang gajinya relatif terbatas, kepemilikan barang-barang mewah seperti mobil mahal, rumah, dan drone bernilai tinggi dinilai tidak wajar tanpa adanya sumber pendapatan yang sah dan jelas. Perbandingan yang dilakukan oleh RSS terhadap profesi lain seperti dokter atau PNS yang memiliki kerja sampingan menunjukkan bahwa auditor mempertimbangkan konteks dan latar belakang sumber penghasilan saat menilai gaya hidup seseorang. Ketika tidak ditemukan alasan logis atas kemewahan tersebut, gaya hidup glamour dapat dikategorikan sebagai indikator red flags yang membutuhkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh auditor.
3. [bookmark: _Hlk196353918]Kinerja Tidak Wajar
Indikator red flags lainnya yang diperhatikan auditor adalah kinerja yang terlihat tidak wajar jika dibandingkan dengan kontribusi nyata pegawai di lapangan. Kondisi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakhadiran pegawai yang justru tetap mencapai target kerja, maupun pegawai yang tidak pernah mengambil cuti sama sekali. Ketika capaian kerja yang tinggi tidak didukung oleh aktivitas atau perilaku kerja yang wajar, hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan atas potensi penyimpangan.
“Contohnya gini, misalnya di sektor pelayanan. Misalnya di kantor Samsat. Samsat itu kan ada target penerimaan. Nah, tapi ada orang yang nggak pernah di kantor, nggak pernah nerima masyarakat, nggak pernah melayani, tapi anehnya, target penerimaannya selalu tercapai. Nah, itu bisa jadi red flag. Kan red flag itu tanda-tanda, ya? Nggak harus bukti nyata, karena sifatnya masih indikasi risiko.”
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Pernyataan RSS menggambarkan bahwa salah satu indikator red flags yang diamati auditor adalah adanya ketidakwajaran antara kehadiran atau partisipasi kerja dengan capaian kinerja yang dilaporkan. Dalam konteks yang disebutkan, pegawai di kantor pelayanan seperti Samsat seharusnya aktif hadir di kantor dan melayani masyarakat secara langsung untuk mencapai target penerimaan. Namun, ketika ditemukan pegawai yang jarang bahkan tidak pernah terlihat bekerja, tetapi tetap mencatat capaian target yang tinggi, hal ini dianggap sebagai indikasi awal adanya penyimpangan.
Situasi ini menimbulkan kecurigaan bahwa proses pencapaian target tersebut mungkin tidak berlangsung secara wajar, seperti kemungkinan adanya manipulasi data, penggunaan nama pegawai untuk mencatat hasil kerja orang lain, atau mekanisme pelaporan yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Informan juga menegaskan bahwa red flags bukanlah bukti pasti terjadinya fraud, melainkan tanda awal atau sinyal risiko yang harus diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, kinerja yang tampak terlalu “sempurna” tanpa dukungan aktivitas nyata menjadi perhatian auditor sebagai bagian dari evaluasi terhadap potensi fraud.
“Terus indikator lainnya, misalnya di perusahaan, ada pegawai yang nggak pernah ngambil cuti.”
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[bookmark: _Hlk196679244]RSS menyoroti situasi ketika seorang pegawai tidak pernah mengambil hak cutinya. Meskipun secara sekilas ini mungkin tampak positif, namun dari perspektif auditor, perilaku ini bisa mencurigakan. Ketika seseorang terus-menerus hadir tanpa jeda waktu istirahat, hal ini bisa menjadi indikator bahwa orang tersebut sedang menutupi sesuatu, misalnya keengganan untuk memberikan akses atau kontrol kepada pihak lain yang mungkin akan menemukan kejanggalan dalam pekerjaannya saat ia tidak ada. Dengan kata lain, tidak mengambil cuti bisa menjadi bentuk self-protection mechanism untuk menghindari terungkapnya penyimpangan.
4. Laporan Realisasi Tidak Sesuai Fakta
Indikator selanjutnya yang digunakan auditor dalam mengidentifikasikan red flags adalah ketidaksesuaian antara laporan realisasi keuangan dengan kondisi riil di lapangan. Ketika laporan menunjukkan penggunana anggaran yang sepenuhnya terserap tetapi fakta fisik tidak mendukung hal tersebut, maka terdapat indikasi awal kecurangan yang perlu diselidiki lebih lanjut.
[bookmark: _Hlk196680567]“Pihak-pihak yang mendapatkan APBN atau keuangan negara ini kan harus mencantumkan laporan ya, melaporkan baik itu laporan keuangan maupun laporan realisasinya. Nah, di realisasinya itu kadang dia melaporkan 100%, pendapatan 100 juta, dikeluarkan 100 juta, gitu kan.”

“Ketika kita audit di lapangan, 100 juta ini untuk apa saja? Misalnya untuk bangun irigasi, ternyata bangunannya enggak ada, tapi laporannya ada. Nah, ini termasuk kerugian negara, karena apa yang negara keluarkan tidak sebanding dengan prestasi yang diterima.”

“Itu misalnya tadi kayak penyimpangan yang sudah terindikasi karena ada laporan dari masyarakat dan sebagainya. Kemudian kita datang audit untuk memvalidasi, dan ternyata benar, memang fisiknya sama sekali tidak dikerjakan, tapi laporan keuangannya dibuat 100%.”

“Kalau laporan keuangan di neraca, berarti neracanya enggak benar, berarti enggak tercatat. Aset diterima dan sebagainya, ternyata asetnya itu fiktif, gitu ya.”
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[bookmark: _Hlk196679973]Kutipan dari HM menunjukkan bahwa salah satu indikator penting dalam mendeteksi red flags adalah adanya ketidaksesuaian antara laporan realisasi anggaran dengan kondisi riil di lapangan. Auditor menemukan bahwa dalam beberapa kasus, laporan menunjukkan penggunaan dana yang sempurna secara administratif. Misalnya, pendapatan dan belanja tercatat 100%, namun tidak terdapat bukti fisik atas kegiatan yang dilaporkan, seperti pembangunan infrastruktur yang seharusnya sudah selesai dikerjakan. Ketidaksesuaian ini menggambarkan adanya kemungkinan laporan fiktif yang sengaja disusun untuk menyamarkan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu, penyimpangan juga tampak dari laporan neraca yang tidak mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya, seperti keberadaan aset fiktif yang tidak tercatat dengan benar.
5. Perilaku Komunikasi Mencurigakan
Indikator selanjutnya yang menjadi perhatian auditor dalam mendeteksi red flags adalah perilaku komunikasi mencurigakan. Dalam konteks ini, auditor menaruh perhatian terhadap pola komunikasi yang menyimpang dari prosedur normal atau kebiasaan organisasi. Pola tersebut bisa muncul dalam bentuk interaksi yang terlalu intens, frekuensi komunikasi yang tidak wajar atau upaya untuk melewati jalur birokrasi yang sudah ditentukan.
“Contohnya, pengawas pekerjaan seharusnya datang seminggu sekali, tapi dia datangnya setiap hari dan selalu mencari pelaksananya. Seharusnya kan gak perlu datang setiap hari, tapi kalau dia sering banget datang dan terkesan mencari sesuatu atau seseorang, itu bisa jadi indikasi red flags.”

“Termasuk orang-orang yang ingin berkomunikasi langsung dengan menembus batas hirarki. Seharusnya, dari pekerja ke divisi 4 dulu, baru dari divisi 4 ke divisi 3. Tapi ini kenapa dia malah ingin langsung ke divisi 1? Padahal hirarki yang diatur gak seperti itu.” 

RF mengilustrasikan bagaimana auditor menafsirkan perilaku-perilaku yang terlihat tidak biasa sebagai sinyal awal adanya penyimpangan. Ketika seseorang terlalu sering hadir di lokasi proyek tanpa alasan yang jelas atau berusaha melompati alur koordinisai yang telah ditetapkan, hal tersebut dianggap sebagai pola komunikasi yang mencurigakan. Bagi auditor, tindakan seperti ini dapat mengindikasikan adanya niat tersembunyi, konflik kepentingan, atau potensi upaya untuk menutupi praktik tidak wajar yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pola komunikasi yang tidak sesuai struktur menjadi petunjuk penting dalam tahapan deteksi dini terhadap kecurangan.

6. Pemalsuan Daftar dan Rekening Penerima
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Pemalsuan daftar dan rekening penerima merupakan bentuk red flags yang menunjukkan adanya manipulasi administratif dalam proses pengelolaan keuangan. Indikator ini muncul ketika seseorang memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengatur alur data dan pencairan dana demi keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, red flags tidak hanya terlihat dari hasil akhir berupa kerugian, tetapi juga dari proses yang tidak transparan, dominasi individu dalam tugas administratif, serta lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya mencegah terjadinya penyimpangan.
“Jadi honorer ini buat daftar penerimaan gaji palsu. Nama dokter yang tugas belajar tetap dimasukkan, tapi rekening penerimaannya itu rekening dia sendiri.”

“Karena dia yang mengerjakannya semuanya. Dari input data, memasukkan rekening, sampai pencairan dana, semua dia yang atur sendiri.”

“Karena nggak ada pembagian tugas yang jelas. PNS-PNS disitu ya malas, atau mungkin ya udah negebebasin aja si honorer ini buat ngerjain semuanya.”

“Nah ketahuannya waktu dokter-dokter yang tugas belajar ini balik. Mereka lihat ada kejanggalan, kok mereka tetap terima gaji padahal seharusnya nggak.”

“Mereka cek, kok gaji masuk ke rekening yang bukan milik mereka? Setelah ditelusuri, ternyata rekeningnya diubah ke rekening si honorer itu.”

“Dari situ akhirnya ketahuan. Tapi selama ini red flag itu udah ada, Cuma nggak ada yang ngeh.”
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RSS mengungkapkan adanya praktik manipulasi administratif yang dilakukan oleh seorang tenaga honorer, yakni dengan menyusun daftar penerima gaji fiktif yang mencantumkan nama-nama dokter yang sedang menjalani tugas belajar, namun dana pencairannya dialihkan ke rekening pribadinya. Tindakan ini dilakukan secara sistematis, mulai dari proses input data, penggantian rekening, hingga pencairan dana, yang seluruh prosesnya dikendalikan sendiri oleh pelaku.
Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan pembagian tugas yang jelas serta lemahnya pengawasan dari PNS yang seharusnya turut bertanggung jawab. Kejanggalan baru terungkap ketika para dokter kembali dari tugas belajar dan mendapati bahwa mereka tercatat menerima gaji yang seharusnya tidak mereka terima. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa rekening penerima telah diubah tanpa sepengetahuan mereka, yang mengindikasikan adanya rekayasa administratif secara sengaja.
Meskipun red flags telah muncul sejak awal melalui pola kerja yang tidak transparan dan dominasi peran oleh satu individu, tidak ada pihak yang menyadarinya hingga dampaknya dirasakan langsung oleh pihak yang dirugikan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemalsuan daftar dan rekening penerima merupakan indikator red flags yang serius, karena melibatkan niat tersembunyi, akses penuh terhadap sistem keuangan, serta kurangnya pengawasan dalam proses administrasi, semuanya berpotensi mengarah pada praktik fraud.
7. Dominasi Pekerjaan Oleh Satu Pihak
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Dominasi pekerjaan oleh satu individu dalam struktur kerja organisasi menjadi salah satu indikator red flags yang patut dicermati. Ketika beban dan kewenangan kerja terpusat hanya pada satu orang terutama jika bukan pejabat struktural maka risiko penyimpangan administratif semakin besar. Situasi ini sering kali terjadi karena lemahnya pembagian tugas, minimnya pengawasan, serta ketergantungan sistem terhadap satu pihak, yang pada akhirnya menciptakan celah bagi potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Jadi kasusnya honorer ini kerjaannya banyak banget. Semua kerjaan dikerjakan dia sendiri karena PNS-nya males-malesan.”

“Jadi, kerjaan bendahara, kerjaan kepala bagian keuangan, semuanya dikerjain dia.”

“Nah, akhirnya dia kan yang pegang kendali semuanya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak ada yang ngontrol, ya bisa terjadi penyimpangan.”

“Karena semua kerjaan dipegang dia sendiri, kalau dia nggak masuk, yang lain jadi kewalahan. Jadi kelihatan banget kalau sistemnya nggak berjalan dengan baik, karena semuanya tergantung sama satu orang. Itu yang kita sebut red flag.”
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Pernyataan RSS menunjukkan bahwa dominasi pekerjaan oleh satu individu dalam sistem kerja menjadi indikator red flags yang signifikan. Dalam kasus ini, seorang tenaga honorer memegang kendali atas hampir seluruh proses keuangan, termasuk tugas-tugas yang semestinya dikerjakan oleh bendahara maupun kepala bagian keuangan. Ketika seorang individu menguasai secara penuh peran penting tanpa pengawasan yang memadai, maka potensi terjadinya penyimpangan menjadi sangat besar.
RSS juga menyoroti lemahnya peran pegawai tetap (PNS) yang bersikap pasif dan membiarkan pekerjaan dikendalikan sepenuhnya oleh satu pihak. Ketergantungan sistem terhadap satu orang memunculkan ketidakseimbangan dan menunjukkan lemahnya kontrol internal. Hal ini terlihat jelas ketika individu tersebut tidak hadir dan kegiatan menjadi terhambat, menandakan bahwa sistem tidak berjalan semestinya. Dengan demikian, dominasi pekerjaan oleh satu pihak dapat dikategorikan sebagai indikator red flags karena memperlihatkan struktur kerja yang tidak sehat dan membuka peluang bagi penyimpangan administratif.
“Jadi, peluang terjadinya fraud itu muncul karena kewenangan jabatan yang tidak terkontrol. Makanya, dalam sistem keuangan ada pemisahan tugas, seperti bendahara, pihak yang menyetujui, dan pihak yang mengajukan anggaran. Kalau semua tugas itu dipegang oleh satu orang, maka peluang terjadi fraud akan lebih besar.”
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Pernyataan HM menguatkan pandangan sebelumnya dengan menekankan bahwa pemusatan kewenangan dalam satu individu merupakan bentuk red flags yang signifikan. Ketika seorang pegawai memegang lebih dari satu fungsi penting dalam siklus keuangan, sistem pengawasan melemah dan risiko penyimpangan meningkat. Situasi ini menggambarkan dominasi pekerjaan oleh satu pihak yang tidak hanya berbahaya secara administratif, tetapi juga menjadi celah utama terjadinya fraud. dalam perspektif audit, kondisi seperti ini wajib menjadi perhatian sejak awal proses pemeriksaan karena mencerminkan ketidakseimbangan stuktur kerja dan lemahnya kontrol internal.
8. Penampilan dan Perilaku Mencurigakan
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Dalam proses pengamatan auditor, perilaku dan penampilan individu sering kali memberikan sinyal-sinyal awal terhadap potensi fraud. Meskipun tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan secara langsung, perubahan sikap, gaya komunikasi, hingga cara berpakaian yang mencolok dapat menimbulkan kecurigaan. Perilaku seperti datang terlambat tanpa alasan jelas, menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit, atau terlalu sering menghindari tanggung jawab juga menjadi tanda-tanda yang patut dicermati.
[bookmark: _Hlk202300367]“Misalnya pas dia datang gayanya rapi banget, terlalu clean, bukan kelihatan miskin, tapi kayak berusaha tampil perfect.”

“Gayanya beda. Terus, kita undang jam 9, dia baru datang jam 10. Kalau jam kantor mulai jam 8, dia malah datang telat. Nah, terus pas kita tanya, dia cenderung berbelit-belit.”

“Terus, dia sering menyerahkan tanggung jawab ke orang lain.”
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Pernyataan RSS menggambarkan bagaimana auditor menangkap sinyal red flags melalui pengamatan terhadap perilaku dan penampilan seseorang yang dinilai tidak wajar. Penampilan yang terlalu rapi dan terkesan dibuat-buat, perubahan gaya yang mencolok, serta ketidaksesuaian perilaku terhadap norma kedisiplinan seperti datang terlambat dan memberikan jawaban yang berbelit-belit menjadi perhatian auditor. Selain itu, kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab juga memperkuat kesan adanya sesuatu yang disembunyikan. Meskipun bersifat nonverbal dan tidak bersifat konklusif, rangkaian perilaku ini dapat menjadi indikator awal bagi auditor untuk memperdalam proses pemeriksaan terhadap individu yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan ekspresi diri yang tidak konsisten dengan situasi dapat menjadi bagian dari deteksi dini terhadap potensi fraud.
“Jadi, ada bagian yang biasa aja (kering), kerjaannya normal. Tapi begitu seseorang ditempatkan di bagian yang katanya ‘basah’, tiba-tiba sikapnya berubah.”

“Ada yang mikir, "Mumpung gue ditaruh di sini, yaudah deh, kesempatan ini gue manfaatin."
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RSS menambahkan bahwa perubahan perilaku secara tiba-tiba setelah ditempatkan di posisi strategis yang berpotensi membuka peluang keuntungan finansial juga menjadi perhatian auditor. Sikap oportunistik semacam ini dipandang sebagai bagian dari sinyal red flags yang lebih halus, namun tetap penting untuk diidentifikasi, terutama ketika niat untuk memanfaatkan jabatan mulai terlihat dari perubahan ekspresi atau gaya bekerja yang tidak biasa.
4.8 [bookmark: _Toc204704906]Tindak Lanjut Red Flags
Tindak lanjut terhadap red flags merupakan tahapan penting dalam proses deteksi fraud, karena menentukan arah penanganan setelah indikasi awal penyimpangan ditemukan. Auditor memiliki strategi tersendiri dalam menindaklanjuti temuan red flags, yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan konteks regulasi, kehati-hatian dalam pemeriksaan, dan koordinasi antarpihak. Untuk memahami pendekatan tersebut, dapat dilihat melalui pemetaan visual berikut.
[image: ]
[bookmark: _Toc201323900]Gambar 4.9 Project Map – Tindak Lanjut Red Flags
Sumber: Peneliti, 2025
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Berdasarkan visualisasi Project Map, terdapat tiga pendekatan utama yang dilakukan auditor dalam menindaklanjuti red flags, yaitu Pendekatan Berjenjang, Pendekatan Teori Bubur Panas, dan Proses Audit PKKN dan Koordinasi. 
Ketiganya menggambarkan bahwa tindak lanjut terhadap red flags dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan terstruktur. Pendekatan Berjenjang menekankan pentingnya merujuk terlebih dahulu pada kebijakan internal perusahaan atau instansi sebelum menentukan langkah hukum, termasuk penyelesaian administratif hingga pidana jika diperlukan. Sementara itu, Pendekatan Teori Bubur Panas menunjukkan strategi auditor yang tidak langsung mengarah ke pihak utama, melainkan memulai pemeriksaan dari lingkaran luar seperti TPK atau bendahara, sebagai upaya mengungkap penyimpangan secara perlahan dan cermat. Setelah ditemukan indikasi yang kuat, auditor akan masuk ke tahap Proses Audit PKKN dan Koordinasi, yaitu pemeriksaan formal yang melibatkan tim audit, penyidik, dan pembuatan laporan kerugian negara sebagai dasar dalam proses hukum. Visualisasi ini menegaskan bahwa auditor tidak langsung melompat pada kesimpulan, tetapi mengikuti alur sistematis yang berpijak pada regulasi, kehati-hatian, dan koordinasi lintas pihak.
1. Pendekatan Berjenjang
64

Pendekatan berjenjang menunjukkan bahwa auditor tidak serta-merta mengambil keputusan secara langsung ketika menemukan red flags. Sebaliknya, proses tindak lanjut dilakukan secara bertahap dengan merujuk terlebih dahulu pada kebijakan dan regulasi internal yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian auditor dalam menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan tingkat penyimpangan yang ditemukan.
“Jadi, kalau kita sudah menemukan red flag, langkah pertama itu melihat dulu kebijakan yang dibuat oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Biasanya, sudah ada aturan apakah pelanggaran tersebut bisa dikenakan tuntutan ganti rugi, pengembalian dana, atau sanksi lain seperti SP1, SP2, SP3, bahkan sanksi pidana. Nilai materialitasnya juga biasanya sudah diatur dalam pedoman perusahaan. Karena kita negara berbasis hukum, secara formal kita lihat dulu aturan yang berlaku, misalnya regulasi internal perusahaan atau peraturan yang ditetapkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).”

“Misalkan, kalau kita ambil contoh dari BUMN, kita ambil kasus di XXX. XXX ini punya supplier bahan baku untuk produksi pupuk. Seharusnya, pemilihan supplier dilakukan secara terbuka dan transparan, supaya semua pihak bisa ikut berpartisipasi. Tapi ternyata, divisi yang mengelola pemasok bahan baku malah memasukkan kolega atau keluarganya sendiri. Nah, kalau ketahuan, itu jelas sudah red flags. Setelah itu, biasanya setiap perusahaan, baik di pemerintahan maupun swasta, punya tim hukum atau tim legal. Kalau di pemerintahan ada biro hukum, sedangkan di BUMN ada tim legal serta satuan pengawas internal (SPI). Secara umum, kebijakan perusahaan akan mengarahkan kasus ini untuk diaudit dulu, biasanya melalui audit internal. Audit ini dilakukan untuk melihat seberapa lama praktik itu terjadi, apakah ini kasus pertama atau sudah berlangsung lama, dan seberapa besar dampaknya.”

“Contoh lain misalnya di XXX. Ada kasus pemegang petty cash, yang seharusnya maksimal hanya boleh mengelola dana sampai Rp50 juta. Sistem pengendalian dan otorisasi sebenarnya sudah ada, tapi demi kemudahan, semua akses akun malah diserahkan ke satu orang pemegang petty cash. Padahal, ini jelas red flags. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian hingga Rp3 miliar. Seharusnya, sesuai kebijakan internal perusahaan, langkah awalnya adalah meminta pengembalian dana ke kas perusahaan. Tapi karena pelaku tidak bisa mengembalikan, maka kasus ini dinaikkan ke tingkat sanksi pidana. Jadi, prosesnya itu bertahap, mulai dari penyelesaian internal atau kekeluargaan, lalu jika tidak terselesaikan, baru dibawa ke ranah hukum. Intinya, secara formal, kita lihat dulu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan sebelum menentukan langkah berikutnya.”
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Pernyataan RF menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap red flags tidak dilakukan secara tanpa dasar yang jelas, melainkan mengikuti kerangka kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemilik organisasi, seperti pemegang saham atau pimpinan tertinggi. Dalam konteks ini, keberadaan aturan internal seperti hasil keputusan RUPS atau pedoman perusahaan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah selanjutnya. Auditor akan terlebih dahulu menelaah sejauh mana pelanggaran tersebut masuk dalam kategori yang bisa ditindak secara administratif atau hukum, dengan mempertimbangkan nilai materialitas dan jenis pelanggaran. Pendekatan ini menegaskan bahwa proses penanganan red flags bersifat sistematis dan formal, di mana aturan organisasi menjadi acuan utama sebelum tindakan korektif atau sanksi diberikan.
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Informan RF memberikan dua ilustrasi berbeda dalam menjelaskan tindak lanjut terhadap red flags. Kasus pertama menggambarkan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, di mana pelibatan pihak internal seperti kolega atau keluarga menjadi indikator awal. Dalam menindaklanjuti kasus ini, dilakukan audit internal yang melibatkan satuan pengawas dan tim hukum untuk menilai durasi praktik serta dampaknya. Sementara itu, pada kasus kedua, penyimpangan terjadi dalam pengelolaan dana operasional, di mana seluruh akses keuangan dikuasai oleh satu individu hingga menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Penanganan awal dilakukan secara internal dengan upaya pengembalian dana, dan jika tidak berhasil, kasus akan dilanjutkan ke ranah hukum. Kedua ilustrasi ini menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap red flags dilakukan secara bertahap, dimulai dari upaya internal sesuai kebijakan organisasi, dan dapat berkembang menjadi proses hukum apabila diperlukan, tergantung pada tingkat keparahan dan penyelesaian awal yang ditempuh.
2. Pendekatan Teori Bubur Panas
Pendekatan teori bubur panas menggambarkan strategi auditor dalam menangani red flags secara hati-hati dan bertahap. Bukan langsung mengarah ke pihak utama yang dicurigai, auditor memilih untuk memulai pemeriksaan dari pihak-pihak di lapisan awal terlebih dahulu. Strategi ini digunakan agar proses investigasi berjalan lebih halus dan informasi yang diperoleh lebih kuat sebelum sampai pada inti permasalahan.
“Untuk mengungkap suatu kasus fraud itu kan sifatnya tersembunyi ya. Jadi, engak bisa langsung dituduh begitu aja, misalnya kayak maling ayam yang langung ketahuan. Biasanya kita pakai teori “bubur panas.”

“Teori bubur panas itu kan kalau makan dari samping dulu, ya. Jadi, kita mulai dari kegiatan apa dulu. Misalnya ini kegiatan dana desa, brarti kita konfirmasi dulu yang ada di dalam bukti pertanggungjawaban.”

“Kita cek siapa saja yang bekerja, mulai dari titik terluar dulu, misalnya dari TPK dulu, terus ke kaur-kaurnya, lalu bendahara, sekretaris dan terakhir kepala desa yang bersangkutan. Biasanya yang jadi suspect itu kita periksa terakhir.”
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Pernyataan HM menggambarkan bahwa dalam menghadapi indikasi fraud, auditor tidak hanya menyoroti pelaku utama, melainkan menerapkan strategi bertahap yang dikenal sebagai pendekatan teori bubur panas. Strategi ini dianalogikan seperti memakan bubur panas dari pinggir terlebih dahulu untuk menghindari penolakan dari pihak yang dicurigai, sehingga auditor memulai pemeriksaan dari pihak-pihak yang berada di lapisan luar atau yang memiliki peran administratif lebih kecil. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman menyeluruh atas kegiatan yang diaudit melalui konfirmasi terhadap bukti pertanggungjawaban dan kronologi pelaksanaan. Dengan memeriksa pihak-pihak seperti TPK, kaur, bendahara, dan sekretaris terlebih dahulu, auditor dapat mengumpulkan informasi yang lebih netral dan menghindari resistensi dari “aktor utama”. 
Langkah ini memungkinkan auditor menyusun temuan yang lebih kuat sebelum akhirnya mengonfirmasi kepada pihak yang diduga sebagai pusat penyimpangan, seperti kepala desa. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan strategi investigatif yang terstruktur dalam proses penelusuran red flags.
3. Proses Audit PKKN dan Koordinasi
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Proses audit PKKN dan koordinasi antar pihak menjadi langkah lanjutan yang dilakukan auditor ketika red flags mengarah pada potensi kerugian negara. Dalam tahapan ini, auditor tidak hanya melakukan pemeriksaan internal, tetapi juga menyusun risalah ekspos, membentuk tim khusus, dan bekerja sama dengan penyidik untuk menghimpun data yang valid. Seluruh rangkaian ini bertujuan untuk menghasilkan laporan perhitungan kerugian negara yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.
“Setelah ditemukan indikasi penyimpangan, langkah berikutnya adalah melihat akibatnya. Misalnya, apakah proyek mangkrak, terdapat kekurangan volume pekerjaan, mark-up anggaran, atau praktik lainnya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian negara. Jika penyimpangan dan akibatnya jelas, maka kami menyetujui untuk dilakukan audit lebih lanjut. Kami kemudian menyusun risalah ekspos sebagai dasar untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara. Setelah risalah ekspos disetujui, BPKP mulai menyusun penugasan audit yang melibatkan berbagai pihak, seperti Kepala Perwakilan, Korwas, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Tim ini akan langsung berkoordinasi dengan penyidik yang bersangkutan untuk melakukan audit. Selama proses audit, tim akan mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menghitung potensi kerugian negara berdasarkan bukti yang ditemukan. Setelah audit selesai, hasilnya dituangkan dalam laporan audit perhitungan kerugian negara. Laporan ini nantinya akan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum hingga persidangan, di mana auditor BPKP juga bisa menjadi saksi ahli dalam persidangan tersebut.”
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Pernyataan HM menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap red flags yang berdampak pada keuangan negara dilakukan melalui mekanisme audit yang bersifat struktural dan formal. Setelah penyimpangan teridentifikasi, auditor akan terlebih dahulu menilai dampaknya, seperti proyek yang tidak selesai, kekurangan volume pekerjaan, atau praktik mark-up anggaran. Jika keterkaitan antara penyimpangan dan potensi kerugian negara terbukti, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan risalah ekspos sebagai dasar pelaksanaan audit perhitungan kerugian negara (PKKN). Proses ini melibatkan tim audit yang dibentuk secara resmi, terdiri dari berbagai unsur di lingkungan BPKP, dan bekerja sama dengan penyidik. Selama audit berlangsung, tim menghimpun data dan menganalisis temuan untuk menghitung besaran kerugian negara secara akurat. Hasil audit ini kemudian dirumuskan dalam laporan resmi yang tidak hanya menjadi acuan internal, tetapi juga digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, termasuk dalam persidangan di mana auditor dapat diminta hadir sebagai saksi ahli. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses audit PKKN dan koordinasi antarlembaga menjadi tahap penting dalam memastikan bahwa penanganan red flags dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum.
4.9 [bookmark: _Toc204704907]Keputusan Untuk Investigasi
Pengambilan keputusan untuk melanjutkan red flags ke tahap inivestigasi merupakan bagian penting dalam proses audit, namun tidak selalu dilakukan secara otomatis. Auditor perlu melihat sejauh mana red flags tersebut berkembang, apakah masih bisa diklarifikasi dalam audit reguler, atau sudah menunjukkan pola penyimpangan yang signifikan. Keputusan ini umumnya didasarkan pada tingkat signifikansi temuan, kekuatan bukti pendukung, serta potensi dampaknya terhadap keuangan atau integritas lembaga. Dengan pertimbangan tersebut, auditor dapat menentukan apakah suatu red flags perlu ditindaklanjuti secara investigatif, atau cukup diselesaikan melalui mekanisme audit biasa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian, agar tindakan yang diambil benar-benar sesuai dengan eskalasi masalah yang ditemukan.
“Ketika ada pengaduan yang masuk, maka laporan tersebut akan kami nilai berdasarkan minimal tiga aspek utama, yaitu 3W:1. Who-Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? 2. When-kapan kejadian tersebut terjadi? 3. What-Apa yang menjadi inti permasalahannya?”
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Jika informasi dari 3W ini sudah cukup, maka selanjutnya akan dilakukan telaah lebih dalam menggunakan pendekatan 5W2H untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, termasuk apakah ada indikasi kerugian. Jika dari hasil telaah 5W2H ditemukan indikasi kuat terjadinya fraud, maka pimpinan akan menunjuk tim khusus untuk melakukan audit investigasi.”
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Pernyataan HM menunjukkan bahwa keputusan untuk melanjutkan red flags ke tahap investigasi tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui proses penilaian informasi yang sistematis. Auditor menggunakan pendekatan awal 3W (Who, When, What) untuk mengidentifikasi pelaku, waktu kejadian, dan inti permasalahan dari laporan yang masuk. Apabila informasi dasar ini dinilai cukup, maka dilakukan pendalaman melalui metode 5W2H (Who, What, Where, When, Why, How, How much) guna menilai konteks, kronologi, serta potensi kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa red flags memang memiliki bobot indikatif terhadap kemungkinan fraud. Jika dari hasil penelaahan tersebut ditemukan indikasi kuat, maka pimpinan akan menunjuk tim khusus untuk melaksanakan audit investigatif. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk membawa kasus ke tahap investigasi bukan hanya didasarkan pada kecurigaan, tetapi pada dasar analisis yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Menurut saya, keputusan itu diambil saat tahapan klarifikasi. Tapi dengan catatan, red flag bukan satu-satunya indikator yang kita gunakan. Dalam prosedur audit, red flag bisa muncul dari berbagai sumber, seperti wawancara, klarifikasi, atau analisis dokumen. Dalam audit, ada banyak tahapan pemeriksaan dokumen, analisis dokumen, klarifikasi, hingga kunjungan lapangan. Kalau red flag muncul di wawancara atau klarifikasi, kita tetap harus memastikan dengan bukti lain. Makanya, semua tahapan ini harus berjalan bersamaan agar hasilnya akurat. Red flag itu tujuannya bukan untuk menentukan kerugian keuangan negara. Tapi lebih kepada menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Karena dalam satu proyek, bisa saja ada tiga orang yang terlibat, tapi yang menerima uang hanya satu orang. Jadi, misalnya ada tiga orang yang bertanggung jawab, tapi yang benar-benar menerima uang hanya satu. Nah, red flag itu fungsinya di situ, untuk mengidentifikasi siapa yang menerima uang. Gimana cara kita tahu yang menerima uang cuma satu orang? Pertama, kita lakukan klarifikasi. Lalu, kita lihat profil harta kekayaannya, bisa dicek melalui LHKPN. Selain itu, kita juga bisa melihat gaya hidup dan kesehariannya. Dari situ, kalau ada indikasi kuat, barulah kita putuskan apakah perlu investigasi lebih lanjut. Dalam hal ini, kita mengacu pada teori fraud triangle, ada tiga faktor utama yang mendasari seseorang melakukan kecurangan: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.”
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Pernyataan RSS menegaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan red flags ke tahap investigasi umumnya diambil pada tahapan klarifikasi. Namun demikian, red flags bukanlah satu-satunya indikator yang dijadikan dasar. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sumber informasi, seperti hasil wawancara, klarifikasi, dan analisis dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak serta-merta menyimpulkan perlunya investigasi hanya berdasarkan satu sinyal atau temuan awal, melainkan membutuhkan dukungan bukti yang konsisten dari berbagai tahapan pemeriksaan, termasuk kunjungan lapangan.
Tujuan utama dari penelusuran red flags bukan hanya menilai besarnya potensi kerugian negara, melainkan untuk mengidentifikasi siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Dalam praktiknya, satu proyek bisa melibatkan beberapa pihak, namun tidak semua dari mereka benar-benar menerima manfaat langsung seperti dana atau aset. Di sinilah red flags digunakan untuk mempersempit fokus pada individu yang paling mungkin terlibat secara aktif.
Proses klarifikasi menjadi tahapan penting dalam mengonfirmasi temuan. Auditor juga melakukan penelusuran lebih lanjut melalui pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengamatan gaya hidup, serta kebiasaan sehari-hari pihak yang dicurigai. Jika dari keseluruhan proses ini muncul indikasi yang kuat, maka auditor dapat merekomendasikan dilakukannya investigasi lebih lanjut.
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Keputusan ini juga mempertimbangkan pendekatan konseptual, yaitu teori fraud triangle, yang menyatakan bahwa kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dengan mengaitkan kondisi empiris di lapangan dengan teori tersebut, auditor dapat membangun dasar analisis yang kuat untuk menyimpulkan apakah red flags yang ditemukan layak ditindaklanjuti ke tahap investigatif.
“Audit investigatif itu dilakukan ketika pada tahap penyelidikan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Kalau bukti-buktinya belum terkumpul, dilakukan audit investigatif untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Itu dilakukan ketika unsur 5W2H belum terpenuhi. Syarat turunnya adalah 3W1H. Nah, kalau 5W2H ini sudah terpenuhi, baru kita lakukan audit PKKN. Tapi kalau belum terpenuhi, misalnya kita tahu modusnya, tapi belum tahu berapa nilai kerugiannya, kita turunnya audit investigatif.”
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Pernyataan RF menjelaskan bahwa audit investigatif merupakan respons lanjutan yang dilakukan ketika pada tahap penyelidikan belum tersedia cukup bukti untuk memastikan telah terjadi tindak pidana. Dalam konteks ini, audit investigatif berfungsi sebagai sarana untuk melengkapi bukti-bukti pendukung. RF menekankan bahwa keputusan untuk melakukan audit investigatif diambil apabila unsur-unsur informasi yang lebih rinci, seperti yang tercakup dalam pendekatan 5W2H (Who, What, Where, When, Why, How, dan How much), belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, untuk audit investigatif dapat dijalankan, setidaknya harus sudah tersedia informasi dasar berupa 3W1H (Who, What, When, dan How). Artinya, ketika auditor telah mengetahui pelaku, jenis tindakan, waktu kejadian, serta bagaimana aksi tersebut dilakukan, namun belum mengetahui secara lengkap motif, lokasi, atau jumlah kerugian, maka audit investigatif menjadi pilihan yang tepat untuk menggali lebih lanjut.
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RF juga membedakan antara audit investigatif dan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara). Audit PKKN baru dilakukan ketika semua unsur 5W2H telah terpenuhi dan fokusnya lebih pada penghitungan nilai kerugian secara kuantitatif. Dengan demikian, audit investigatif diposisikan sebagai langkah awal yang bersifat eksploratif dan dibutuhkan untuk membangun dasar bukti sebelum masuk pada proses penghitungan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan investigasi sangat bergantung pada kelengkapan informasi. Jika belum lengkap, auditor akan terlebih dahulu melakukan audit investigatif untuk memperkuat dugaan dan membangun argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.
[bookmark: _Toc201430456][image: ]
Gambar 4.10 Concept Map – Keputusan Untuk Investigasi
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Sumber: Peneliti, 2025
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Concept map di atas menunjukkan alur logis bagaimana auditor BPKP mempertimbangkan red flags hingga akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan investigasi. Proses ini diawali dari identifikasi red flags dan berlanjut pada tahap tindak lanjut, yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan arah investigasi. Jika informasi yang tersedia masih terbatas pada 3W1H (Who, What, When, dan How), auditor dapat melakukan audit investigatif sebagai langkah eksploratif untuk melengkapi bukti. Namun, apabila seluruh unsur 5W2H telah terpenuhi, maka auditor dapat langsung melanjutkan ke audit PKKN untuk menghitung kerugian negara secara kuantitatif. Struktur ini menegaskan bahwa setiap tahap dalam pengambilan keputusan investigatif sangat bergantung pada kelengkapan informasi, serta membedakan secara jelas fungsi audit investigatif dan audit PKKN dalam proses penanganan fraud.
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5.1 [bookmark: _Toc204704910]Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa red flags memegang peran penting dalam proses deteksi fraud. Red flags tidak hanya dipahami sebagai indikator awal terjadinya kecurangan, tetapi juga menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah-langkah audit selanjutnya, termasuk pelaksanaan audit investigatif maupun audit PKKN. Lebih lanjut, Penelitian ini mengidentifikasi beberapa indikator red flags, antara lain: laporan realisasi tidak sesuai fakta, dokumen manajemen risiko yang mencurigakan, perilaku komunikasi tertutup, gaya hidup glamour, kinerja tidak wajar, dan laporan awal yang mencurigakan. Indikator ini menjadi acuan awal auditor dalam mengarahkan fokus pemeriksaan dan menguji lebih lanjut potensi fraud.
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Selain itu, auditor dalam menindaklanjuti red flags, gejala awal dianggap berperan dalam memperjelas arah tanggung jawab, terutama dalam mengidentifikasi pihak yang paling berkaitan dengan terjadinya fraud. Peran ini semakin diperkuat dengan keterampilan interpersonal auditor dalam membaca situasi dan respon individu selama proses audit berlangsung. Dengan demikian, red flags tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga komponen penting dalam membentuk proses audit yang lebih akurat dan mendalam.

5.2 [bookmark: _Toc204704911]Saran
1. Bagi Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas deteksi fraud, para auditor BPKP diharapkan untuk terus memperdalam keterampilan dalam mengidentifikasi red flags yang mungkin muncul selama audit. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan, baik secara formal maupun informal, yang menekankan pada pentingnya keterampilan observasi, analisis risiko, dan kemampuan interpersonal dalam berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, auditor perlu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara red flags dan indikasi kecurangan yang lebih besar, sehingga dapat mengambil langkah audit lanjutan yang lebih terfokus dan tepat.
2. Bagi Instansi Pemerintah dan Entitas yang Diaudit
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Instansi pemerintah yang menjadi objek audit oleh BPKP perlu mengoptimalkan sistem pengelolaan risiko dan pengawasan internal untuk memfasilitasi deteksi dini terhadap potensi fraud. Penyusunan kebijakan yang jelas mengenai pelaporan red flags, serta membangun mekanisme saluran pengaduan yang mudah diakses dan aman, akan sangat membantu auditor dalam mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Keberadaan mekanisme ini akan mempercepat identifikasi indikasi kecurangan yang berpotensi merugikan negara.
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Selain itu, instansi pemerintah disarankan untuk mengembangkan pedoman yang lebih spesifik tentang tindak lanjut terhadap temuan red flags, termasuk prosedur yang jelas terkait evaluasi materialitas dan dampak dari setiap indikasi yang ditemukan. Hal ini akan memperjelas langkah-langkah yang perlu diambil oleh auditor BPKP dan memastikan bahwa setiap langkah audit memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
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[bookmark: _Toc202101662]Lampiran 1.  Pedoman Wawancara
Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam melakukan tahapan wawancara. Namun, selama tahapan wawancara berlangsung, peneliti juga akan mengajukan pertanyaan lain kepada informan untuk mengeksplorasi informasi terkait topik penelitian. Pertanyaan yang diajukan kepada para informan adalah sebagai berikut:
1. Apa definisi dan karakeristik dasar red flags dalam konteks deteksi fraud menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apa saja indikator utama yang digunakan oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengenali red flags?
3. Bagaimana auditor BPKP menindaklanjuti red flags yang ditemukan dalam proses audit laporan keuangan?
4. Siapa saja pihak yang biasanya terlibat atau dicurigai saat red flags terdeteksi dalam proses audit laporan keuangan?
5. Pada waktu kapan auditor BPKP memutuskan bahwa red flags cukup serius untuk diteruskan ke investigasi lebih lanjut?
6. Mengapa red flags dianggap penting dalam proses deteksi fraud menurut perspektif auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur?
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[bookmark: _Toc202101859][bookmark: _Toc202101924][bookmark: _Hlk199318804]Lampiran 2. Transkrip Wawancara Informan 1
Informan		: Auditor Investigatif
Jenis Kelamin		: Laki-Laki
Inisial			: HM
Metode Wawancara	: Semi Terstruktur
Hari/Tanggal		: 28 Oktober 2024
Lokasi			: Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
	No.
	Inisial
	Pertanyaan dan Jawaban

	1
	D
	Oke, saya mulai, Pak, ya.

	2
	HM
	Oke, siap!

	3
	D
	Di penelitian saya itu berjudul Peran Red Flags Dalam Mendeteksi Fraud: Perspektif Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, pertanyaan paling dasar dari penelitian saya ini sebenarnya adalah tentang definisi atau karakteristik dasar red flags dalam konteks mendeteksi fraud menurut auditor BPKP. Kira-kira bagaimana, Pak?

	4
	HM
	Oh, karakteristik dasar red flags, ya? Maksudnya tanda-tanda fraud atau tanda merah begitu?

	5
	D
	Iya, Pak.

	6
	HM
	Jadi, sebenarnya kalau bicara tentang fraud, definisinya adalah suatu bentuk kecurangan yang dalam peraturan kita sering kali diimplementasikan sebagai tindakan korupsi. Untuk mendeteksi fraud, selain dari gaya hidup seseorang, ada metode lain yang lebih efektif, yaitu sistem whistleblowing atau sistem pengaduan yang telah disistematisasi. Dengan adanya sistem ini, siapa pun dapat melaporkan jika menemukan sesuatu yang dianggap tidak wajar. Misalnya, dalam gaya hidup seseorang atau jika individu tersebut berada di lingkungan kerja yang memiliki idealisme tertentu, terutama idealisme anti-korupsi. Maka, ia bisa menyalurkan laporannya melalui saluran-saluran yang telah disediakan.

	7
	D
	Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Bapak sudah menyampaikan definisi umum tentang red flag, ya? Saya ingin mempersempit konsepnya supaya lebih spesifik. Nah, biasanya, indikator utama yang digunakan auditor BPKP untuk menyatakan sesuatu sebagai red flag itu apa saja, Pak?

	8
	HM
	Kalau dari sudut pandang kami, sebenarnya tidak bisa langsung dihukumi sebagai red flag. Misalnya, gaya hidup seseorang. Sepanjang tidak ada laporan yang masuk, maka tidak akan ada tindak lanjut. Tetapi, jika ada laporan yang menyebutkan seseorang memiliki gaya hidup mewah, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Apakah sumber kekayaan tersebut berasal dari hasil korupsi, warisan, atau dari usaha sampingannya? Selama tidak ada laporan yang masuk, maka hal itu sah-sah saja. Namun, jika ada pengaduan, misalnya terkait suap kepada auditor atau laporan dari rekan kerja, maka red flag tersebut baru bisa ditindaklanjuti.

	9
	D
	Kalau misalnya lebih spesifik, Pak, kapan auditor memutuskan bahwa suatu red flag cukup serius untuk diteruskan ke investigasi lebih lanjut?

	10
	HM
	Ketika ada pengaduan yang masuk, maka laporan tersebut akan kami nilai berdasarkan minimal tiga aspek utama, yaitu 3W:
1. Who – Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut?
2. When – Kapan kejadian tersebut terjadi?
3. What – Apa yang menjadi inti permasalahannya?
Jika informasi dari 3W ini sudah cukup, maka selanjutnya akan dilakukan telaah lebih dalam menggunakan pendekatan 5W2H untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, termasuk apakah ada indikasi kerugian. Jika dari hasil telaah 5W2H ditemukan indikasi kuat terjadinya fraud, maka pimpinan akan menunjuk tim khusus untuk melakukan audit investigasi.

	11
	D
	Oke, berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Bapak bilang sudah masuk ke proses audit. Biasanya, kasus fraud itu muncul dalam laporan keuangan yang menyimpang. Bagaimana proses auditnya, Pak? Biasanya, yang pertama kali diperiksa itu apa dulu?

	12
	HM
	Untuk BPKP sendiri, saat ini sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit keuangan secara langsung. Audit keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). BPKP lebih berperan dalam konsultasi atau asistensi, misalnya terkait audit operasional atau audit kinerja. Jika dalam audit kinerja atau audit operasional ditemukan indikasi penyalahgunaan keuangan baik berupa uang maupun aset maka akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Namun, dalam praktiknya, untuk kasus seperti ini, BPKP jarang melanjutkan ke tahap investigasi lebih lanjut berdasarkan temuan yang ada.

	13
	HM
	Karena memang prosesnya biasanya bersifat pembinaan. Misalnya, kami menyarankan untuk pengembalian terlebih dahulu atas temuan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti (DTL), maka akan diproses lebih lanjut. Kemudian, audit investigasi yang lebih sering kami lakukan biasanya berasal dari pengaduan atau permintaan dari instansi berwenang, seperti kepolisian maupun kejaksaan, yang sedang menyidik kasus tertentu. Karena BPKP sering diminta sebagai auditor ahli untuk menghitung kerugian negara. Dalam hal ini, kami berperan membantu kepolisian ataupun kejaksaan dalam menghitung nilai kerugiannya.

	14
	D
	Berarti BPKP itu sendiri yang menghitung kerugian negara, ya, Pak?

	15
	HM
	Ya, lebih seringnya begitu.

	16
	D
	Kalau begitu, lebih lanjut atau lebih spesifiknya, BPKP itu kan menangani kerugian keuangan negara. Bisa Bapak jelaskan urutannya? Misalnya dalam satu kasus, bagaimana BPKP menetapkan bahwa ini memang kasus kerugian negara yang perlu investigasi lebih lanjut? Bagaimana cara menetapkannya, Pak? Dari awal alurnya seperti apa hingga sampai pada tahap red flag, investigasi, dan tindak lanjutnya?

	17
	HM
	Jadi, untuk pedoman sendiri yang dianut oleh BPKP, ada Peraturan BPKP Nomor 1 atau 2 terkait audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN). Dalam hal penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara, biasanya berasal dari permintaan instansi penyidik, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Mereka meminta BPKP untuk melakukan audit.
Alurnya dimulai dari instansi penyidik yang mengajukan permintaan kepada BPKP untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Sebelum melakukan audit, kami meminta teman-teman penyidik dari mitra, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk melakukan ekspos kasus atau gelar perkara di BPKP. Ekspos ini minimal dihadiri oleh Koordinator Pengawasan (Korwas), dan bila perlu Kepala Perwakilan BPKP, terutama jika permintaan berasal dari kejaksaan tinggi (Kejati) atau instansi yang lebih tinggi.
Dalam ekspos tersebut, kami meneliti apakah dalam kasus ini terdapat indikasi penyimpangan. Apakah penyimpangan tersebut hanya berupa kesalahan administratif atau kelalaian? Atau apakah ada indikasi korupsi dengan motif dan niat tertentu yang mengarah pada tindak pidana?
Jika dalam kasus tersebut ditemukan bahwa penyimpangan terjadi secara sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain maka, penyimpangan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara. Contohnya, ada yang sengaja mengatur lelang agar pihak tertentu menang, atau seorang kepala desa menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melibatkan bendahara dan aparatur desa, melainkan mengelola keuangan sendiri dan membaginya secara tidak sah. Ini sudah mengarah pada tindak pidana korupsi.
Setelah ditemukan indikasi penyimpangan, langkah berikutnya adalah melihat akibatnya. Misalnya, apakah proyek mangkrak, terdapat kekurangan volume pekerjaan, mark-up anggaran, atau praktik lainnya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian negara. Jika penyimpangan dan akibatnya jelas, maka kami menyetujui untuk dilakukan audit lebih lanjut.
Kami kemudian menyusun risalah ekspos sebagai dasar untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara. Setelah risalah ekspos disetujui, BPKP mulai menyusun penugasan audit yang melibatkan berbagai pihak, seperti Kepala Perwakilan, Korwas, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Tim ini akan langsung berkoordinasi dengan penyidik yang bersangkutan untuk melakukan audit.
Selama proses audit, tim akan mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menghitung potensi kerugian negara berdasarkan bukti yang ditemukan. Setelah audit selesai, hasilnya dituangkan dalam laporan audit perhitungan kerugian negara. Laporan ini nantinya akan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum hingga persidangan, di mana auditor BPKP juga bisa menjadi saksi ahli dalam persidangan tersebut.

	18
	D
	Tadi kan Bapak sudah bilang kalau misalnya ada kepala daerah yang mengelola keuangan itu malah dari diri sendiri, bukan melalui bendahara daerah. Misalnya contoh kepala desa, tapi yang malah mengelola keuangan desa itu malah kepala desanya sendiri. Nah, itu kan dari situ aja sudah dinyatakan sebagai red flag, harusnya bendahara yang mengatur. Nah, habis itu kira-kira, kan tadi sudah berhubungan dengan audit, mungkin secara spesifik letak kecurangan di bagian akuntansi atau laporan keuangan itu seperti apa lagi, Pak? Contohnya misalnya ini sudah ada selisih, selisihnya itu biasanya ditemukan di akun apa? Atau gimana?

	19
	HM
	Pihak-pihak yang mendapatkan APBN atau keuangan negara ini kan harus mencantumkan laporan ya, melaporkan baik itu laporan keuangan maupun laporan realisasinya. Nah, di realisasinya itu kadang dia melaporkan 100%, pendapatan 100 juta, dikeluarkan 100 juta, gitu kan. Ketika kita audit di lapangan, 100 juta ini untuk apa saja? Misalnya untuk bangun irigasi, ternyata bangunannya enggak ada, tapi laporannya ada. Nah, ini termasuk kerugian negara, karena apa yang negara keluarkan tidak sebanding dengan prestasi yang diterima. Itu misalnya tadi kayak penyimpangan yang sudah terindikasi karena ada laporan dari masyarakat dan sebagainya. Kemudian kita datang audit untuk memvalidasi, dan ternyata benar, memang fisiknya sama sekali tidak dikerjakan, tapi laporan keuangannya dibuat 100%. Laporan belanjanya ada, gitu kan. Akun-akun belanjanya biasanya kalau di sini lebih sederhana, di laporan realisasi belanja aja yang lebih kelihatan. Kalau laporan keuangan di neraca, berarti neracanya enggak benar, berarti enggak tercatat. Aset diterima dan sebagainya, ternyata asetnya itu fiktif, gitu ya.

	20
	D
	Nah, tadi kan Bapak ada bilang harusnya keuangan dikelola juga sama bendahara, bukan langsung oleh kepala desa. Misalnya dihadapkan dengan satu kasus yang kurang lebih sama seperti itu, kira-kira siapa yang pertama kali diperiksa? Maksud saya, oknum pertama itu siapa? Sampai akhirnya ketemu oknum yang sebenarnya melakukan kecurangan itu siapa?

	21
	HM
	Untuk mengungkap suatu kasus fraud itu kan sifatnya tersembunyi ya. Jadi, enggak bisa langsung dituduh begitu aja, misalnya kayak maling ayam yang langsung ketahuan. Biasanya kita pakai teori "bubur panas". Teori bubur panas itu kan kalau makan dari samping dulu ya. Jadi, kita mulai dari kegiatan apa dulu. Misalnya ini kegiatan dana desa, berarti kita konfirmasi dulu yang ada di dalam bukti pertanggungjawaban. Kita cek siapa saja yang bekerja, mulai dari titik terluar dulu, misalnya dari TPK dulu, terus ke kaur-kaurnya, lalu bendahara, sekretaris, dan terakhir kepala desa yang bersangkutan. Biasanya yang jadi suspect itu kita periksa terakhir. Karena kalau dia pertama kali dipanggil dan langsung ditanya, dia bisa aja nolak. Tapi kalau kita sudah kumpulkan bukti-buktinya dulu, dia enggak bisa mengelak lagi.

	22
	D
	Nah, berarti kan tadi sudah lumayan sampai di puncak pembahasan dari contoh sebuah kasus. Kalau dikaitkan dengan teori fraud triangle yang saya pakai di penelitian ini, kan biasanya seseorang atau satu individu bisa terkena tekanan. Nah, pelaku yang akhirnya ditemukan ini, biasanya mengalami tekanan seperti apa, Pak?

	23
	HM
	Jadi, dalam teori fraud triangle, penyebab seseorang melakukan fraud itu ada tiga, ya. Yang pertama karena pressure atau tekanan. Lalu ada rastionalization dan opportunity. Itu masih dalam satu teori. Ada juga satu teori lain yaitu teori GONE, terdiri dari greedy (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan) dan exposure (paparan). Nah, terkait hal ini, misalnya apa penyebab utama seseorang melakukan fraud? salah satu faktornya ya tekanan (pressure). Pressure ini bisa berupa tekanan ekonomi atau kebutuhan (need). Misalnya, seseorang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian, dia diberi kesempatan atau peluang sebagai pemegang kewenangan, dan akhirnya memanfaatkan kewenangan itu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang kurang. Yang kedua, tekanan itu bisa datang dari pimpinan. Misalnya, suatu instansi memang sudah korup. Kalau dia tidak menyetor ke atasan, dia tidak akan bertahan di jabatannya. Jadi, untuk bisa menyetor itu, dia terpaksa melakukan fraud. Yang ketiga adalah karena keserakahan (greedy). Misalnya kepala desa baru. Awalnya dia seorang petani, lalu tiba-tiba jadi kepala desa dan mendapatkan dana desa yang besar, misalnya Rp5 miliar dari APBD. Nah, bisa saja dia tergoda berpikir, "Wah, bisa buat foya-foya nih," atau bahkan menikah lagi, membeli aset, dan sebagainya. Jadi, dia mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan pribadi, tetapi dalam pertanggungjawabannya tetap ditulis untuk pembangunan desa. Padahal, pembangunan desa itu harus ditayangkan di APBDes, tetapi tidak pernah ditayangkan. Laporan pembangunan desa itu tidak pernah diinformasikan ke masyarakat. Tidak ada transparansi yang jelas mengenaid apa yang sedang dibangun. Masyarakat hanya tahu tiba-tiba ada proyek yang sudah jadi, tanpa pernah tahu sebelumnya ada anggaran untuk itu.

	24
	D
	Kalau tadi Bapak sudah menyebut soal keserakahan dan lain-lain, lanjut ke kesempatan (opportunity). Kesempatan ini maksudnya seperti apa secara spesifik?

	25
	HM
	Kejahatan itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada niat dan kesempatan. Nah, kesempatan inilah yang sebetulnya bisa dikendalikan atau dicegah. Di BPKP, selama ini yang kita ajarkan dan antisipasi adalah soal kesempatan ini. Karena hanya kesempatan yang bisa kita kontrol, sedangkan tekanan dan rasionalisasi itu sulit dikendalikan. Misalnya seseorang punya tekanan ekonomi dan niat melakukan fraud, tetapi kalau dia tidak memiliki kesempatan atau kewenangan, dia tetap tidak bisa melakukan fraud. Makanya, kesempatan ini yang harus kita kontrol. Untuk itu, ada yang namanya SPI (Sistem Pengendalian Internal), yang berperan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jadi, peluang terjadinya fraud itu muncul karena kewenangan jabatan yang tidak terkontrol. Makanya, dalam sistem keuangan ada pemisahan tugas, seperti bendahara, pihak yang menyetujui, dan pihak yang mengajukan anggaran. Kalau semua tugas itu dipegang oleh satu orang, maka peluang terjadi fraud akan lebih besar. Oleh karena itu, salah satu langkah pencegahan adalah pemisahan tugas. Selain itu, ada juga yang namanya fraud risk assessment, yaitu penilaian risiko fraud di suatu instansi, daerah, atau organisasi. Kita menilai risiko fraud berdasarkan bidang kerja. Misalnya, bagian pendapatan memiliki risiko yang berbeda dengan bagian pengeluaran. Bagian pengawasan juga berbeda. Kalau bagian pengawasan, biasanya lebih rentan terhadap kasus gratifikasi atau suap. Kalau bagian pendapatan, bisa saja kasusnya terkait pengurangan nilai pajak yang harus dibayarkan. Misalnya, wajib pajak seharusnya membayar pajak lebih besar, tapi ada rekayasa agar jumlah pajaknya menjadi lebih kecil.

	26
	D
	Betul, Pak.

	27
	HM
	Nah, di situ ada celah bagi pegawai pajak atau pejabat terkait untuk merancang perhitungan pajak yang lebih kecil. Sebagai imbalannya, mereka mendapat sesuatu dari wajib pajak, entah dalam bentuk suap atau gratifikasi. Sementara itu, di bagian pengeluaran, fraud terjadi ketika belanja anggaran dibuat seolah-olah besar, padahal tidak sesuai kenyataan. Bisa berupa proyek fiktif atau pengurangan volume pekerjaan yang dilaporkan selesai, padahal tidak sesuai spesifikasi.

	28
	D
	Terakhir, dalam fraud triangle ada elemen rasionalisasi. Bisa dijelaskan, Pak?

	29
	HM
	Rasionalisasi itu dalam bahasa kita bisa disebut sebagai pembenaran. Jadi, seseorang membenarkan tindakannya agar tidak merasa bersalah. Misalnya, seseorang berpikir, "Saya ambil sedikit aja, toh orang lain juga melakukan hal yang sama." Ini yang berbahaya, karena yang seharusnya tidak benar justru menjadi kebiasaan. Di instansi yang sudah terbiasa dengan korupsi, sering kali terjadi normalisasi terhadap tindakan fraud. Ini yang membuat lingkungan kerja menjadi "basah" dan rawan terjadinya korupsi.

	30
	D
	Baik, Pak. Dari semua yang sudah dijelaskan tadi, saya akan lanjut ke pertanyaan terakhir dari sesi wawancara ini. Berarti dari awal sampai akhir tadi kita sudah membahas Fraud Triangle Theory, yang menjadi dasar dari sebuah red flag itu sendiri. Menurut Bapak, seberapa penting red flag dalam proses mendeteksi kecurangan?

	31
	HM
	Red flag itu penting karena fraud bersifat tersembunyi. Karena sifatnya tersembunyi, kita bisa mendeteksinya melalui indikasi-indikasi tertentu. Kita bisa melihat red flag dari berbagai faktor, misalnya melalui saluran pengaduan, yang bisa menjadi bukti awal bahwa ada indikasi kecurangan. Kemudian, ada juga respons terhadap indikasi tersebut, seperti audit investigasi atau audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara). Jadi, red flag itu memang sesuatu yang penting dalam mendeteksi fraud. Sebagai auditor fraud, kita memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi adanya indikasi korupsi. Biasanya, kasus ini awalnya berasal dari teman-teman penyidik yang melakukan expose. Dari sana, kita harus menilai di mana letak red flag-nya. Jadi, yang kita cari adalah tanda-tanda penyimpangan yang mengarah pada korupsi. Penyimpangan itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Jika ada penyimpangan yang nyata dan signifikan, baru kita bisa menilai dampaknya. Misalnya, jika ada potensi kerugian negara, maka BPKP akan turun tangan. Namun, jika kasus tersebut tidak berkaitan dengan kerugian negara secara langsung, maka teman-teman penyidik bisa menanganinya sendiri tanpa harus melibatkan kami di BPKP.

	32
	
	Inilah mengapa red flag itu penting. Seorang auditor antifraud atau yang bertugas mengungkap korupsi harus memiliki pemahaman tentang tanda-tanda awal penyimpangan. Jika tidak ada red flag, maka meskipun ada potensi kerugian negara, hal itu belum tentu termasuk dalam kategori korupsi atau bentuk penyelewengan lainnya. Misalnya, jika ada kendaraan dinas yang hilang atau adanya kecelakaan, itu bisa jadi hanya kesalahan administrasi dan bukan tindak korupsi atau suatu fraud.

	33
	D
	Setelah tanda atau red flag ditemukan, apakah itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa terjadi fraud, Pak? Ataukah masih perlu dilakukan audit investigasi terlebih dahulu?

	34
	HM
	Red flag itu masih merupakan indikasi awal. Jika ada indikasi fraud, maka auditor BPKP harus melakukan audit investigasi atau audit PKKN. Bedanya, audit investigasi dilakukan ketika red flag-nya belum terbukti dan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh auditor BPKP. Sedangkan, audit PKKN dilakukan setelah tim penyidik sudah yakin bahwa memang ada red flag yang valid. Dalam audit PKKN, tugas auditor adalah menghitung berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat fraud tersebut.
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	No.
	Inisial
	Pertanyaan dan Jawaban

	1
	D
	Oke, selamat pagi, Bapak. Jadi, mungkin pertanyaan paling umum atau paling dasarnya itu, menurut Bapak sendiri, apa definisi atau mungkin karakteristik dasar red flags dalam konteks mendeteksi fraud? Terutama dari perspektif auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

	2
	RSS
	Oh iya. Kalau dalam konteks mendeteksi fraud, ya... Kalau definisi red flags, red flags itu pasti... ini istilah yang digunakan di zaman sekarang ya?	

	3
	D
	Betul, Pak. Istilah yang sekarang digunakan.

	4
	RSS
	Red flags itu tanda-tanda negatif, ya. Kalau bicara karakteristiknya, saya biasanya mendasarkannya pada Fraud Triangle Theory.

	5
	D
	Fraud Triangle Theory?

	6
	RSS
	Iya, itu dasarnya, dan sekarang juga berkembang ke Fraud Diamond Theory. Jadi, dalam mendefinisikan red flags, paling minimal itu ya semua unsur dalam teori tersebut harus ada. Bisa lebih banyak, tapi yang pasti nggak boleh kurang.

	7
	D
	Baik, Pak. Terus kalau Fraud Diamond Theory, itu kan ada empat dimensi ya, Pak?

	8
	RSS
	Iya, betul. Yang pertama itu pasti tekanan (pressure), kemudian ada rationalization, lalu ada opportunity, kemudian capability. Jadi, semua itu merupakan indikator dalam mendeteksi fraud.

	9
	D
	Balik ke pertanyaan awal tadi, jadi menurut Bapak sendiri, red flags itu pasti sebuah tanda negatif ya, Pak?

	10
	RSS
	Iya, pasti negatif.

	11
	D
	Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Bapak sudah mendefinisikan red flags sebagai tanda negatif. Nah, biasanya indikator utama yang digunakan untuk menyatakan adanya red flags dalam pemeriksaan itu apa, Pak? Menurut pengalaman Bapak.

	12
	RSS
	Kalau dalam kasus fraud, ya. Yang pertama jelas gaya hidup.

	13
	D
	Gaya hidup, Pak?

	14
	RSS
	Iya, gaya hidup yang melebihi pendapatan. Glamour, lah, istilahnya. Kalau di PNS misalnya, ya seperti itu. Atau kalau di pegawai pajak, auditor, misalnya auditor tapi ke kantor bawa Jimny, lah, misalnya. Kan nggak cocok, ya?

	15
	D
	Maksudnya profilnya nggak sesuai, Pak?

	16
	RSS
	Iya, betul. Sampai di level permukaan aja udah kelihatan kalau nggak masuk akal. Terus indikator lainnya, misalnya di perusahaan, ada pegawai yang nggak pernah ngambil cuti.

	17
	D
	Maksudnya, Pak?

	18
	RSS
	Jadi, dia malas ke kantor, tapi kerjaannya selalu selesai.

	19
	D
	Oh, nggak pernah muncul di kantor, tapi kerjaannya selalu selesai?

	20
	RSS
	Iya, itu juga bisa jadi red flag.

	21
	D
	Bisa kasih contoh yang lebih spesifik, Pak?

	22
	RSS
	Contohnya gini, misalnya di sektor pelayanan. Bukan hanya auditor, ya, tapi orang-orang di pelayanan publik.

	23
	D
	Oh, biasanya Bapak juga memeriksa orang yang bekerja di pelayanan publik?

	24
	RSS
	Iya, misalnya di kantor Samsat. Samsat itu kan ada target penerimaan, ya?

	25
	D
	Iya, Pak, ada target.

	26
	RSS
	Nah, tapi ada orang yang nggak pernah di kantor, nggak pernah nerima masyarakat, nggak pernah melayani, tapi anehnya, target penerimaannya selalu tercapai.

	27
	D
	Nah, itu gimana tuh, Pak?

	28
	RSS
	Nah, itu bisa jadi red flag. Kan red flag itu tanda-tanda, ya? Nggak harus bukti nyata, karena sifatnya masih indikasi risiko. Bisa jadi terjadi, bisa juga tidak terjadi, atau malah baru ketahuan belakangan. Misalnya tadi kita ngomong soal gaya hidup glamour, ya?

	29
	D
	Iya, Pak.

	30
	RSS
	Tapi tetap saja itu termasuk red flag, karena yang kita lihat adalah risikonya. Jadi, kita memetakan risiko, bukan langsung menuduh adanya fraud.

	31
	D
	Oke, kalau tadi Bapak menjelaskan secara umum, bagaimana kalau lebih spesifik? Misalnya soal gaya hidup glamour, apakah itu berlaku untuk semua orang, seperti pejabat atau pegawai pelayanan publik? Kalau memang itu red flag, bagaimana perannya sampai bisa mendeteksi fraud?

	32
	RSS
	Nah, kalau kita bicara fraud, kita harus bicara soal penyimpangan dulu.

	33
	D
	Penyimpangan, Pak?

	34
	RSS
	Iya, jadi harus ada penyimpangan dulu. Misalnya dalam pemeriksaan ada indikasi bahwa di Dinas X terjadi penyimpangan. Biasanya, kalau ada kasus korupsi, pasti ada pihak-pihak yang terkait, kan? Berarti kita harus identifikasi dulu penyimpangannya. Misalnya dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, penggelapan uang penerimaan, atau penyalahgunaan kontrak. Itu semua bentuk penyimpangan. Setelah itu, kita pasti akan melakukan verifikasi.

	35
	D
	Verifikasi ke siapa saja, Pak?

	36
	RSS
	Ke pihak-pihak yang terkait, misalnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, PPK, PPTK, semua yang terlibat. Kita akan melakukan verifikasi terhadap mereka. Kan ini orang-orang dikumpulin nih. Kita melakukan verifikasi, ya? Nah, dari situ kita bisa lihat red flag-nya. Dari cara dia datang, gayanya…

	37
	D
	Maksudnya gimana, Pak?

	38
	RSS
	Iya, misalnya pas dia datang gayanya rapi banget, terlalu clean, bukan kelihatan miskin, tapi kayak berusaha tampil perfect.

	39
	D
	Oh, jadi berbeda dari PNS yang lain?

	40
	RSS
	Iya, gayanya beda. Terus, kita undang jam 9, dia baru datang jam 10. Kalau jam kantor mulai jam 8, dia malah datang telat. Nah, terus pas kita tanya, dia cenderung berbelit-belit.

	41
	D
	Oh, jadi pas klarifikasi pun jawabannya berbelit-belit?

	42
	RSS
	Iya, betul. Terus, dia sering menyerahkan tanggung jawab ke orang lain. Nah terus, contoh lainnya, kamu tahu kasus di Rumah Sakit XXX?

	43
	D
	Rumah Sakit XXX, Pak?

	44
	RSS
	Iya, Ada honorer yang menggelapkan uang rumah sakit. Waktu itu BPKP yang audit kasusnya. Jadi, kasusnya honorer ini kerjaannya banyak banget. Semua kerjaan dikerjakan dia sendiri karena PNS-nya males-malesan.

	45
	D
	Wah, terus, Pak.

	46
	RSS
	Jadi, kerjaan bendahara, kerjaan kepala bagian keuangan, semuanya dikerjain dia.

	47
	D
	Cuma satu orang itu, Pak?

	48
	RSS
	Iya, cuma satu orang. Nah, akhirnya dia kan yang pegang kendali semuanya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak ada yang ngontrol, ya bisa terjadi penyimpangan. Nah, itu salah satu red flag juga. Kalau honorer tapi gayanya beda dari yang lain, itu patut dicurigai. Yang korupsi itu pasti pintar, nggak ada orang korupsi yang bodoh.

	49
	D
	Maksudnya, Pak?

	50
	RSS
	Iya, kalau korupsi itu kan kejahatan kerah putih (white-collar crime). Kejahatan yang butuh kecerdasan, bukan blue-collar crime.

	51
	D
	Oh, baik Pak.

	52
	RSS
	Jadi, yang bisa melakukan korupsi itu pasti punya kemampuan khusus. Itu yang masuk dalam teori Fraud Diamond.

	53
	D
	Oh, maksudnya yang elemen di Fraud Diamond tadi ya, Pak?

	54
	RSS
	Betul. Di situ ada pressure, rationalization, opportunity, dan satu lagi, capability. Karna orang nggak mungkin bisa bikin dokumen palsu kalau dia nggak punya kemampuan.

	55
	D
	Oke, Pak, saya paham. Kalau kasus honorer tadi, Pak, setelah ketahuan ada red flag, langkah selanjutnya apa? Bagaimana cara menindaklanjutinya?

	56
	RSS
	Kalau sudah ada indikasi red flag, kita harus periksa dulu.

	57
	D
	Apa yang pertama kali diperiksa, Pak?

	58
	RSS
	Pertama, hasil kerjaannya. Produk atau dokumen yang dia hasilkan itu diperiksa dulu. Kedua, orang-orang di sekitarnya. Kita lihat lingkungan terdekatnya, jangan cuma tanya atasan atau bawahan langsung, tapi rekan-rekan sejawatnya juga.

	59
	D
	Maksudnya, Pak?

	60
	RSS
	Ya, misalnya kalau ada banyak honorer di bagian keuangan, kita tanya ke mereka. Bisa juga tanya ke bagian kepegawaian atau umum. Biasanya, ada omongan-omongan kecil, gosip-gosip yang bisa jadi petunjuk.

	61
	D
	Oh, jadi ada informasi tambahan dari lingkungan sekitarnya?

	62
	RSS
	Iya, benar. Tapi tetap saja, kita nggak bisa langsung menuduh seseorang korupsi hanya karena ada red flag.

	63
	D
	Iya, Pak, harus ada bukti penyimpangan dulu, ya?

	64
	RSS
	Betul. Harus ada penyimpangan dulu.

	65
	D
	Kalau di kasus XXX tadi, letak penyimpangannya di mana, Pak?

	66
	RSS
	Di laporan keuangan. Jadi, misalnya nih harusnya ada beberapa dokter yang sedang tugas belajar, ya? Nah, mereka itu nggak boleh dapat tunjangan. Tapi sama si honorer ini, nama-nama mereka dipakai. Honorer ini buat daftar penerimaan gaji palsu. Nama dokter yang tugas belajar tetap dimasukkan, tapi rekening penerimaannya itu rekening dia sendiri.

	67
	D
	Wah, kok bisa, Pak?

	68
	RSS
	Ya, karena dia yang mengerjakan semuanya. Dari input data, memasukkan rekening, sampai pencairan dana, semua dia yang atur sendiri.

	69
	D
	Terus, kenapa nggak ada yang ngecek, Pak?

	70
	RSS
	Itu dia, karena nggak ada pembagian tugas yang jelas. PNS-PNS di situ ya malas, atau mungkin ya udah ngebebasin aja si honorer ini buat ngerjain semuanya.

	71
	D
	Ketahuannya gimana, Pak?

	72
	RSS
	Nah, ketahuannya waktu dokter-dokter yang tugas belajar ini balik. Mereka lihat ada kejanggalan, kok mereka tetap terima gaji padahal seharusnya nggak.

	73
	D
	Terus, Pak lanjut.

	74
	RSS
	Ya, mereka ribut. Mereka cek, kok gaji masuk ke rekening yang bukan milik mereka? Setelah ditelusuri, ternyata rekeningnya diubah ke rekening si honorer itu.

	75
	D
	Wah, berarti selama ini dia menikmati uang itu, ya, Pak?

	76
	RSS
	Iya. Dari situ akhirnya ketahuan. Tapi selama ini red flag itu udah ada, cuma nggak ada yang ngeh. Hidupnya mewah banget. Bayangin aja, honorer di AWS, tapi mobilnya Pajero, coy!

	77
	D
	Serius, Pak?

	78
	RSS
	Iya, honorer lho, bukan pegawai struktural. Bukan maksudnya kita merendahkan ya, tapi kan honorer gajinya nggak besar. Nah, dia ini suka nraktir teman-temannya, sering makan di tempat-tempat mahal.

	79
	D
	Terus, kalau dia nggak masuk kerja gimana, Pak?

	80
	RSS
	Nah, itu masalahnya. Karena semua kerjaan dipegang dia sendiri, kalau dia nggak masuk, yang lain jadi kewalahan. Jadi kelihatan banget kalau sistemnya nggak berjalan dengan baik, karena semuanya tergantung sama satu orang. Itu yang kita sebut red flag.

	81
	D
	Iya, Pak, masuk akal. Jadi kalau ada satu orang yang terlalu dominan dalam pekerjaan keuangan, itu bisa jadi tanda-tanda, ya?

	82
	RSS
	Betul.

	83
	D
	Kalau dalam proses auditnya sendiri, Pak, bagaimana cara mendeteksinya?

	84
	RSS
	Nah, pertama kita cek rekening. Kita periksa semua aliran dana, baik kredit maupun debit. Kita cek mutasi rekeningnya. Uangnya masuk dari mana, ditransfer ke mana, ditarik tunai atau nggak, digunakan buat apa.

	85
	D
	Sampai sedetail itu, Pak?

	86
	RSS
	Iya, karena ini kan nanti bisa masuk ke persidangan.

	87
	D
	Kalau di kasus XXX kemarin, total uang yang dikorupsi berapa, Pak?

	88
	RSS
	Sekitar Rp6 miliar.

	89
	D
	Wah, dipakai buat apa aja tuh, Pak?

	90
	RSS
	Nah, ternyata dia beli ladang sawit, beli rumah, dan barang-barang aneh lainnya. Dia juga sampai beli drone yang harganya 90 juta.

	91
	D
	Jadi, gaya hidupnya udah nggak sesuai sama statusnya, ya, Pak?

	92
	RSS
	Betul. Itu red flag sebenarnya. Apalagi dia cuma pegawai honorer. Kalau PNS, dokter spesialis di rumah sakit hidupnya mewah, ya wajar. Tapi kalau honorer, tiba-tiba hidupnya glamour, itu mencurigakan. Karena kalau dokter atau PNS yang lain punya banyak kerjaan sampingan, misalnya buka klinik atau kerja di luar, itu masih masuk akal ya. Tapi kalau ada yang statusnya pegawai biasa, tapi tiba-tiba hidupnya jauh lebih mewah, itu mulai mencurigakan. Misalnya ada pegawai BPKP yang gayanya beda sendiri. Beberapa dari mereka ada yang kerja di KAP (Kantor Akuntan Publik), ya kan?

	93
	D
	Iya, Pak.

	94
	RSS
	Nah, kalau yang accounting, kerja di KAP itu wajar karena memang masih sesuai sama keahliannya. Tapi kalau pegawai biasa, kayak petugas administrasi, yang nggak ada hubungannya sama audit atau akuntansi, tiba-tiba bawa mobil Prado ke kantor, itu kan aneh. Tapi tetap, itu masih praduga. Kita nggak bisa langsung bilang dia korupsi hanya karena gaya hidupnya.

	95
	D
	Kalau yang kasus honorer tadi, berarti dari sisi akuntansinya transaksi keuangan harus diperiksa semua, ya, Pak?

	96
	RSS
	Iya, semuanya. Baik debit maupun kredit di rekening dia, rekening orang-orang terdekatnya, semuanya dicek sampai ke rekening pribadinya. Kita juga cek rekening official, seperti BKU (Buku Kas Umum) Rumah Sakit. Kemudian Dari BKU rumah sakit, kita bisa lihat kalau ada pengambilan gaji dalam jumlah besar (gelondongan), terus duitnya ditransfer ke mana. Kalau langsung masuk ke rekening pribadinya, ya itu jelas mencurigakan.

	97
	D
	Nah, tadi Bapak sempat bilang kalau red flag itu belum tentu fraud. Berarti kalau kita lihat ada tanda-tanda, itu masih indikasi aja, ya?

	98
	RSS
	Betul. Red flag itu kan cuma tanda awal, bukan bukti langsung adanya fraud. Bisa jadi memang ada sesuatu, tapi bisa juga nggak. Makanya, kalau ada orang yang udah jelas red flag banget, kita tetap perlu bukti tambahan sebelum menyimpulkan ada fraud.

	99
	D
	Nah, biasanya siapa dulu yang dicurigai atau pihak-pihak yang bisa terlibat, Pak?

	100
	RSS
	Yang pertama pasti orang-orang terdekat dulu. Setelah itu, baru diperiksa pihak lain yang mungkin terlibat. Kalau kita bicara soal kontrak pengadaan atau pembangunan gedung, yang pertama diperiksa adalah semua orang yang berhubungan dengan kontrak itu, dari yang menyusunnya sampai yang menandatanganinya. Berarti, dalam hal ini, pemeriksaan bisa sampai ke rekanan karena kontrak itu berkaitan erat dengan mereka. Biasanya, yang bertanggung jawab dalam kontrak ini adalah PPK dan pihak rekanan. Semua pihak yang terlibat akan diperiksa secara berjenjang. Setelah itu, kita masuk ke tahap klarifikasi, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, selain menyusun pertanyaan, kita juga mengarahkan wawancara ke orang-orang tertentu untuk mengonfirmasi informasi yang kita dapat. Dalam wawancara audit, unsur psikologi juga berperan penting. Dari situ, kita bisa melihat apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Misalnya, Kadis bilang, “Saya nggak pernah mengurus kontrak itu, biasanya yang ngurus si X.” Terus, si X juga bilang hal yang sama. Nah, dari situ kita bisa mulai mempertanyakan kebenarannya. 

	101
	
	Kita sudah punya dokumen, jadi keterangan dari berbagai pihak harus bisa saling menguatkan. Makanya, saya bilang tadi, kita harus menemukan dulu penyimpangannya apa. Misalnya, dalam pembangunan gedung, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak. Misalnya, volume pekerjaannya kurang dari yang seharusnya. Nah, kalau seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Bisa jadi pihak pengawas, atau bisa juga pihak yang menandatangani kontrak. Kadang sebelum kontrak ditandatangani, ada kesepakatan tertentu. Misalnya, dari kontrak senilai 1 miliar, ada permintaan 200 juta untuk meloloskan proyeknya. Akibatnya, proyek yang dibangun hanya senilai 800 juta. Nah, red flag itu bisa kita gunakan sebagai indikasi awal saat kita sudah masuk ke tahap wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau dari awal sudah langsung menyimpulkan ada korupsi, itu nggak bisa. Harus ada tahapan-tahapan dulu. Red flag itu baru bisa dipakai pada saat kita sudah melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Tujuannya adalah untuk menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab. 

	102
	D
	Oke, tadi Bapak sudah menyebutkan pemeriksaan lebih dalam. Nah, pertanyaan saya, kapan Bapak sebagai auditor BPKP memutuskan bahwa suatu red flag cukup serius untuk diteruskan ke investigasi lebih lanjut? Secara spesifik, pada tahapan apa keputusan itu diambil?

	103
	RSS
	Menurut saya, keputusan itu diambil saat tahapan klarifikasi. Tapi dengan catatan, red flag bukan satu-satunya indikator yang kita gunakan. Dalam prosedur audit, red flag bisa muncul dari berbagai sumber, seperti wawancara, klarifikasi, atau analisis dokumen. Dalam audit, ada banyak tahapan pemeriksaan dokumen, analisis dokumen, klarifikasi, hingga kunjungan lapangan. Kalau red flag muncul di wawancara atau klarifikasi, kita tetap harus memastikan dengan bukti lain. Makanya, semua tahapan ini harus berjalan bersamaan agar hasilnya akurat.

	104
	D
	Tapi tadi, kedalaman dalam wawancara itu bisa digunakan untuk mendeteksi fraud, ya? Dan tujuan dari red flag itu bukan untuk menentukan kerugian keuangan negara, kan?

	105
	RSS
	Iya, red flag itu tujuannya bukan untuk menentukan kerugian keuangan negara. Tapi lebih kepada menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Karena dalam satu proyek, bisa saja ada tiga orang yang terlibat, tapi yang menerima uang hanya satu orang. Jadi, misalnya ada tiga orang yang bertanggung jawab, tapi yang benar-benar menerima uang hanya satu. Nah, red flag itu fungsinya di situ, untuk mengidentifikasi siapa yang menerima uang. Gimana cara kita tahu yang menerima uang cuma satu orang? Pertama, kita lakukan klarifikasi. Lalu, kita lihat profil harta kekayaannya, bisa dicek melalui LHKPN. Selain itu, kita juga bisa melihat gaya hidup dan kesehariannya. Dari situ, kalau ada indikasi kuat, barulah kita putuskan apakah perlu investigasi lebih lanjut. Dalam hal ini, kita mengacu pada teori fraud triangle, ada tiga faktor utama yang mendasari seseorang melakukan kecurangan: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sebenarnya ada satu faktor tambahan, yaitu capability, jadi totalnya ada empat faktor.

	106
	D
	Oke, jadi ada empat faktor ya. Tapi dalam penelitian saya, mungkin saya hanya akan fokus pada tiga faktor utama dari fraud triangle.

	107
	RSS
	Iya, nggak masalah, yang tiga itu sudah cukup relevan.

	108
	D
	Nah, Bapak pasti sudah banyak menangani kasus-kasus seperti ini. Saya ingin bertanya lebih spesifik, khususnya soal tekanan (pressure). Misalnya tadi kita bicara soal honorer, kira-kira tekanan apa yang biasanya mereka hadapi? Karena kan orang melakukan fraud pasti ada alasan, entah tekanan ekonomi atau tekanan lainnya. Dari pengalaman Bapak, tekanan seperti apa yang paling sering mendorong seseorang melakukan fraud?

	109
	RSS
	Kalau saya lihat, yang paling umum itu tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi ini bisa macam-macam, misalnya dari keluarga. Istrinya hedon, anak-anaknya harus sekolah di tempat mahal, itu sudah jadi tekanan tersendiri. Bisa juga tekanan dari diri sendiri. Saya sering kaitkan ini dengan teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan. Ada orang yang langsung lompat ke aktualisasi diri, ingin terlihat kaya, ingin sukses secara materi, sehingga menekan dirinya sendiri. Misalnya seseorang berpikir, "Wah, gue udah kerja di sini lama, tapi masih miskin aja. Gimana caranya biar lebih kaya?" Itu tekanan dari dalam diri sendiri.

	110
	
	Selain itu, ada juga tekanan dari kantor atau atasan. Misalnya, kepala kantor bilang, "Saya sudah kasih proyek ini ke kamu, nanti usahakan dapat uang lebih, biar bisa naik jabatan jadi kabid atau posisi lain." Itu juga bentuk tekanan yang sering terjadi.

	111
	D
	Oke, kalau untuk faktor kesempatan (opportunity), bagaimana, Pak?

	112
	RSS
	Nah, ini yang saya bilang tadi, kesempatan muncul kalau tidak ada pengawasan. Kerjaannya dia kerjain sendiri, nggak ada yang ngawasin. Nah, dia bisa ambil kesempatan di situ. Kesempatan juga bisa muncul karena atasan atau rekan kerjanya malas-malasan. Misalnya, dia honorer, terus dia lihat, "Wah, si bapak ini males nih, nggak pernah ngecek kerjaan gue." Akhirnya dia ngerjain sendiri, bikin laporan sendiri, dan karena nggak pernah dicek, ya lolos terus. Itu bentuk kesempatan juga. Ada juga yang tadinya honorer, terus diangkat jadi PNS, terus ditaruh di jabatan tertentu yang ada celahnya. Misalnya, dia jadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Nah, kalau nggak ada pengawasan, itu bisa jadi kesempatan buat nyari celah.

	113
	D
	Oke, Pak, lanjut ya. Jadi, tadi soal kesempatan dalam fraud, apakah ada contoh lain?

	114
	RSS
	Nah, kalau di instansi pajak misalnya, ada beberapa posisi yang dianggap 'basah'. Jadi, ada bagian yang biasa aja (kering), kerjaannya normal. Tapi begitu seseorang ditempatkan di bagian yang katanya ‘basah’, tiba-tiba sikapnya berubah. Ada yang mikir, "Mumpung gue ditaruh di sini, yaudah deh, kesempatan ini gue manfaatin."

	115
	D
	Oke, Pak. Kalau faktor terakhir dalam fraud triangle, yaitu rasionalisasi, itu contohnya gimana ya?

	116
	RSS
	Nah, rasionalisasi ini menarik, ya. Misalnya kayak kasus XXX itu, lho. yang kepala kantornya diduga menerima suap sampai puluhan miliar.

	117
	D
	Suap dari siapa, Pak?

	118
	RSS
	Seingat saya sih dari Wajib Pajak (WP), ya. Nah biasanya, pelakunya tuh membenarkan tindakannya sendiri. Mereka bilang kayak, "Ah, gue cuma terima 'hadiah' kok, bukan suap," atau "Semua orang juga ngelakuin ini." Nah, itu yang disebut rasionalisasi. Dan kalau dipikir-pikir, hampir semua kepala XXX di berbagai wilayah polanya mirip-mirip kayak gitu. Jadi bisa muncul pemikiran kayak, "Ah, teman gue aja bisa, masa gue enggak?" Atau bahkan ada yang mikir, "Banyak yang melakukan fraud malah naik pangkat, malah jadi orang penting, kan?" 

	119
	D
	Maksudnya, mereka justru melihat contoh bahwa yang melakukan kecurangan malah dapat jabatan lebih tinggi, gitu ya?

	120
	RSS
	Betul banget. Jadi dari situ mereka ngerasa hal itu biasa aja. Bahkan ada juga yang mikir, "Gue cuma ngambil sedikit, kok. Nggak bakal terasa juga, toh sistem tetap jalan." Contoh lainnya, kalau di kantor pajak, misalnya ada petugas yang menangani WP dari sektor tambang. Dari pajak yang seharusnya 100 miliar, WP bilang, "Gue kasih elo 1 miliar, deh."

	121
	D
	Karena mereka merasa jumlah pajak yang dibayarkan ke negara masih besar, ya Pak?

	122
	RSS
	Iya, misalnya pajaknya tetap masuk 95 miliar, terus 5 miliarnya dikorupsi. Rasionalisasinya, "Ah, 95 miliar masih masuk kok, yang gue ambil nggak kelihatan juga." Itu bentuk pembenaran dari fraud.

	123
	D
	Oke, kalau begitu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari pengalaman Bapak, seberapa penting red flag dalam mendeteksi fraud?

	124
	RSS
	Penting banget. Itu bagian dari wawancara juga. Makanya, kalau di auditor, selain punya kompetensi teknis sebagai auditor, seperti mengikuti standar audit dan teknik audit kita juga butuh kemampuan lain. Selain kompetensi teknis, kita juga harus punya kemampuan interpersonal.

	125
	D
	Maksudnya, Pak?

	126
	RSS
	Kemampuan interpersonal itu penting karena kita berhadapan langsung dengan orang-orang dalam proses audit. Jadi, kita nggak cuma lihat angka di laporan keuangan, tapi juga berinteraksi dengan orangnya. Misalnya, dalam wawancara, kita bisa melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan. "Kayaknya jawaban orang ini nggak bener nih," muncul red flag. Atau, "Wah, dia kayaknya bohong," itu juga red flag. Hubungan interpersonal ini berperan besar dalam mendeteksi hal-hal seperti itu. Nah, dalam buku accounting, setahu saya ada tiga hal utama yang harus dimiliki auditor. 

	127
	D
	Apa aja itu, Pak?

	128
	RSS
	Pertama, tentu saja kemampuan audit. Kedua, hmm... saya agak lupa yang ini. Tapi yang ketiga, yang jelas, adalah kemampuan interpersonal.

	129
	D
	Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa red flag itu penting dalam mendeteksi fraud. Berarti kalau kita simpulkan dari awal sampai akhir wawancara ini, red flag dianggap sebagai sesuatu yang krusial ya, Pak?

	130
	RSS
	Iya, tapi red flag itu sendiri belum bisa langsung dijadikan bukti fraud. red flag itu ada di tahap mitigasi risiko. Begitu muncul, itu harus segera dimitigasi. Kita anggap itu sebagai risiko yang perlu diantisipasi.

	131
	D
	Oke, kalau begitu, bagaimana cara auditor dalam memitigasi red flag ini, Pak?

	132
	RSS
	Kita buat rencana mitigasinya. Misalnya, kita periksa teman-temannya, kita cek hasil kerjanya, kita lihat transaksi keuangannya,itu semua pasti penting.

	133
	D
	Kenapa red flag ini dianggap sangat penting, Pak?

	134
	RSS
	Karena dalam dunia audit, red flag itu pada akhirnya akan membantu menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas fraud yang sedang kita audit. Dari sekian banyak pihak yang terlibat, kita cari siapa yang paling bertanggung jawab. Biasanya, dalam kasus korupsi, pelakunya jarang hanya satu orang. Makanya, saya tadi bilang, kalau korupsi itu nggak bisa jalan sendirian, pasti ada orang-orang yang bekerja sama.
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	No.
	Inisial
	Pertanyaan dan Jawaban

	1
	D
	Menurut bapak sendiri definisi atau karakteristik dari dasar red flags itu dalam konteks mendeteksi fraud itu seperti apa?

	2
	RF
	Red Flags itu area yang paling rawan, terutama dalam konteks penyalahgunaan wewenang. Dalam satu sistem terdapat struktur, di mana setiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing. Di struktur manajerial, ada wewenang yang tidak dimiliki oleh semua jabatan. Tidak semua yang memiliki tugas juga memiliki wewenang, dan biasanya, wewenang ini hanya melekat pada jabatan di tingkat manajerial. Dengan adanya wewenang tersebut, muncul risiko baru, yaitu penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, secara garis besar, Red Flags dalam konteks fraud dapat diartikan sebagai area yang paling rawan karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang.

	3
	D
	Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih pak biasanya indikator utama dari red flags itu apa menurut bapak? atau yang selama ini bapak tanganin kasus-kasus secara formal?

	4
	RF
	Secara formal, setiap perusahaan memiliki manajemen, namun yang dimaksud di sini bukan manajemen dalam arti orang, melainkan secara manajerial. Setiap perusahaan pasti memiliki dokumen manajemen, termasuk di dalamnya dokumen manajemen risiko fraud. Manajemen risiko fraud ini sudah memetakan berbagai risiko dalam setiap proses bisnis manajerial. Misalnya, dalam fungsi bendahara, yang bertugas mengeluarkan kas, ada risiko penyalahgunaan wewenang dalam proses pengeluaran kas tersebut.Risiko ini dikendalikan dengan mekanisme otorisasi, misalnya. Secara formal, indikator utama dalam mendeteksi fraud ditunjukkan dengan adanya dokumen manajemen risiko fraud. Seharusnya, red flags dapat terdeteksi melalui dokumen tersebut.

	5
	D
	Lanjut nih pak, mungkin pertanyaannya lebih dalam lagi. Misalnya, kalau sebuah red flags sudah ditemukan karena tadi Bapak bilang itu adalah hal yang paling rawan gimana pengalaman Bapak dalam menghadapi suatu kasus? Mungkin Bapak bisa kasih contoh kasus yang pernah terjadi atau yang pernah ditangani oleh BPKP?

	6
	RF
	Maksudnya dalam kasus tertentu atau secara umum?

	7
	D
	Bisa dari pengalaman Bapak atau mungkin dalam beberapa kasus yang pernah Bapak tangani. Bagaimana proses tindak lanjutnya?

	8
	RF
	Berarti ini sudah kejadian, ya? Kalau misalnya ada seseorang yang ketahuan melakukan penyimpangan, kita lihat dulu secara formal. Oh iya, aku jelaskan dari aspek formalnya dulu, karena nanti ada aspek materialnya juga.
Jadi, kalau kita sudah menemukan red flag, langkah pertama itu melihat dulu kebijakan yang dibuat oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Biasanya, sudah ada aturan apakah pelanggaran tersebut bisa dikenakan tuntutan ganti rugi, pengembalian dana, atau sanksi lain seperti SP1, SP2, SP3, bahkan sanksi pidana. Nilai materialitasnya juga biasanya sudah diatur dalam pedoman perusahaan. Karena kita negara berbasis hukum, secara formal kita lihat dulu aturan yang berlaku, misalnya regulasi internal perusahaan atau peraturan yang ditetapkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

	9
	
	Misalkan, kalau kita ambil contoh dari BUMN, kita ambil kasus di Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim ini punya supplier bahan baku untuk produksi pupuk. Seharusnya, pemilihan supplier dilakukan secara terbuka dan transparan, supaya semua pihak bisa ikut berpartisipasi. Tapi ternyata, divisi yang mengelola pemasok bahan baku malah memasukkan kolega atau keluarganya sendiri. Nah, kalau ketahuan, itu jelas sudah red flags. Setelah itu, biasanya setiap perusahaan, baik di pemerintahan maupun swasta, punya tim hukum atau tim legal. Kalau di pemerintahan ada biro hukum, sedangkan di BUMN ada tim legal serta satuan pengawas internal (SPI). Secara umum, kebijakan perusahaan akan mengarahkan kasus ini untuk diaudit dulu, biasanya melalui audit internal. Audit ini dilakukan untuk melihat seberapa lama praktik itu terjadi, apakah ini kasus pertama atau sudah berlangsung lama, dan seberapa besar dampaknya.


	10
	
	Contoh lain misalnya di XXX. Ada kasus pemegang petty cash, yang seharusnya maksimal hanya boleh mengelola dana sampai Rp50 juta. Sistem pengendalian dan otorisasi sebenarnya sudah ada, tapi demi kemudahan, semua akses akun malah diserahkan ke satu orang pemegang petty cash. Padahal, ini jelas red flags. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian hingga Rp3 miliar. Seharusnya, sesuai kebijakan internal perusahaan, langkah awalnya adalah meminta pengembalian dana ke kas perusahaan. Tapi karena pelaku tidak bisa mengembalikan, maka kasus ini dinaikkan ke tingkat sanksi pidana. Jadi, prosesnya itu bertahap, mulai dari penyelesaian internal atau kekeluargaan, lalu jika tidak terselesaikan, baru dibawa ke ranah hukum. Intinya, secara formal, kita lihat dulu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan sebelum menentukan langkah berikutnya.

	11
	D
	Kalau misalnya di pemerintahan sendiri, bagaimana contohnya? Mungkin ada kasus yang pernah Bapak tangani?

	12
	RF
	Maksudnya bukan soal deteksi red flags ya? Tapi setelah kejadiannya?

	13
	D
	Iya, setelah red flags terdeteksi.

	14
	RF
	Kalau di pemerintahan, seharusnya tindak lanjutnya lebih rigid (ketat). Karena baik pemerintahan pusat maupun daerah, terutama pemerintah daerah, menjalankan urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat.

	15
	D
	Berarti ada peraturan perundang-undangan dan peraturan kementerian yang menjadi acuan, ya? Jika ada penyimpangan dari aturan itu, seharusnya dilaporkan ke inspektorat pemerintah daerah atau pusat?

	16
	RF
	Betul. Pemerintah pusat itu memiliki kementerian dan bagian-bagiannya, di mana pengawas internalnya adalah BPKP. Sementara di pemerintahan daerah, misalnya di Provinsi Kalimantan Timur, ada berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas-dinas, serta inspektorat provinsi yang bertugas mengawasi. Selain itu, ada juga sekretariat daerah yang di dalamnya terdapat biro hukum.

	17
	D
	Pertanyaan selanjutnya lebih mengerucut, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan soal tindak lanjut red flags. Misalnya, terkait kasus honor di rumah sakit XXX yang tadi juga sempat saya dengar, dan menurut penjelasan Pak RSS, BPKP memang memeriksa kasus itu dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti gaya hidup, misalnya cara berpakaian, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau red flags sudah terlihat dan ditindaklanjuti seperti yang Bapak jelaskan, apakah pihak yang paling mencurigakan langsung diperiksa lebih dulu?

Saya khawatir pertanyaan saya agak kurang tepat, tapi intinya, kalau seseorang sudah terindikasi red flags, siapa saja yang akan diperiksa? Hanya orang itu saja atau ada pihak lain yang ikut terdampak?

	18
	RF
	Iya, saya paham maksudnya. Sebenarnya, red flags itu selalu ada.

	19
	D
	Selalu ada, Pak? Jadi menurut Bapak, bukan sekadar sesuatu yang penting untuk dideteksi, tapi memang selalu ada?

	20
	RF
	Betul, red flags itu pasti ada. Bahkan, bisa dibilang, tidak perlu dideteksi lagi, karena tanda-tandanya memang sudah muncul dengan sendirinya.

	21
	D
	Tapi kalau seseorang menunjukkan red flags, apakah itu sudah pasti berarti orang tersebut melakukan fraud, Pak?

	22
	RF
	Belum tentu. Red flags itu lebih ke indikasi, bukan bukti langsung bahwa ada fraud. Ini lebih ke area yang perlu dicermati lebih dalam.

	23
	D
	Kalau begitu, siapa saja yang biasanya terlibat atau dicurigai ketika red flags terdeteksi?

	24
	RF
	Coba nanti Mas download file terkait pembangunan di IKN, misalnya tentang manajemen risiko. Anggap saja proyeknya Pulau Balang, atau kalau tidak, proyek strategis nasional (PSN) lainnya. Nanti cari manajemen risiko dari proyek tersebut. Sebelum pelaksanaan, semua proses bisnisnya akan diidentifikasi dulu, mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan. Jadi, awalnya kita identifikasi dulu dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, sampai serah terima pekerjaan. Dari situ, kita lihat apa saja potensi tindak kriminal yang mungkin terjadi di setiap tahapannya, lalu dihitung risikonya, seberapa sering kejadian itu bisa terjadi. Setelah itu, baru didapatkan skor risikonya. Skor risiko ini biasanya berkisar antara 1 sampai 25, tergantung seberapa besar dampaknya. Misalnya, kalau pada tahap pembayaran ada risiko gratifikasi kepada pemberi kerja, probabilitas kejadiannya 4, dampaknya 5, jadi total skornya 20. Kalau skor risiko ada di rentang 20 sampai 25, itu berarti masuk ke area red flags.

	25
	D
	Oh, jadi dari segi manajemen risiko terkait fraud, kalau skornya antara 20 sampai 25 itu sudah termasuk red flags, ya, Pak?

	26
	RF
	Ya, biasanya secara umum, skor antara 20 sampai 25 itu masuk dalam area red flags. Kecuali, ada kasus di mana skornya di bawah 20, tetapi dampaknya mencapai 5. Kalau di sini, frekuensi itu dikalikan dengan dampak, ya. Frekuensi itu seberapa besar kemungkinan kejadiannya, sedangkan dampak itu seberapa material kerugiannya. Suatu kejadian bisa masuk red flags asalkan skornya di bawah 20. Tapi kalau dampaknya 5, misalkan frekuensinya cuma 1, tetap bisa jadi red flags. Misalnya, kemungkinan kejadiannya kecil, cuma 1, tapi dampaknya besar, 5. Jadi 1 kali 5, hasilnya 5. Nah, meskipun nilainya kecil, karena dampaknya besar, itu tetap bisa dianggap red flags. Secara dokumen memang seperti itu.

	27
	D
	Jadi red flags itu lebih ke area yang rawan, ya, Pak?

	28
	RF
	Iya, area yang rawan. Misalnya tadi di tahap pembayaran, ketika pemberi kerja membayarkan kepada pekerjanya. Risiko melekatnya ada di pembayaran itu sendiri.

	29
	D
	Biasanya siapa yang bertanggung jawab dalam pembayaran itu?

	30
	RF
	Biasanya PPK.

	31
	D
	Oh, berarti area yang rawan itu ada di jabatan PPK, ya?

	32
	RF
	Iya, area rawan itu melekat pada posisi jabatan. Karena yang punya wewenang ada di situ. Contohnya, dalam pemilihan supplier bahan baku, yang mengotorisasi pemilihan supplier adalah pejabatnya. Jadi area red flags itu ada di pejabat yang punya wewenang tersebut.

	33
	D
	Berarti red flags ini sebenarnya sudah ada dari awal sebelum pelaksanaan, ya?

	34
	RF
	Betul. Bahkan sebelum pelaksanaan pun red flags itu sudah ada. Contohnya, tadi saya minta Mas cari dokumen manajemen risiko di proyek tertentu. Nah, di dokumen itu biasanya sudah disebutkan red flags-nya ada di mana saja. Jadi, sejak awal sudah bisa dipetakan.

	35
	D
	Misalnya, kalau sudah ketemu red flags dengan skor 20 sampai 25, tindak lanjutnya apa?

	36
	RF
	Kalau skornya sudah di level itu, berarti ada risiko tinggi.

	37
	D
	Itu sudah masuk fraud atau masih sebatas red flags?

	38
	RF
	Belum tentu fraud. Itu baru red flags. Kalau ketemu kejadian seperti itu, harus dianalisis lebih lanjut.

	39
	D
	Jadi kalau misalnya ada seseorang yang gaya hidupnya gak sesuai dengan gajinya, itu bisa dianggap gejala red flags, ya?

	40
	RF
	Betul, itu gejala red flags.

	41
	D
	Selain gaya hidup, ada gejala lain Pak?

	42
	RF
	Ada, misalnya intensitas komunikasi yang mencurigakan.

	43
	D
	Maksudnya bisa lebih spesifik, Pak?

	44
	RF
	Contohnya, pengawas pekerjaan seharusnya datang seminggu sekali, tapi dia datangnya setiap hari dan selalu mencari pelaksananya. Seharusnya kan gak perlu datang setiap hari, tapi kalau dia sering banget datang dan terkesan mencari sesuatu atau seseorang, itu bisa jadi indikasi red flags. Termasuk orang-orang yang ingin berkomunikasi langsung dengan menembus batas hirarki. Seharusnya, dari pekerja ke divisi 4 dulu, baru dari divisi 4 ke divisi 3. Tapi ini kenapa dia malah ingin langsung ke divisi 1? Padahal hirarki yang diatur gak seperti itu.

	45
	D
	Oke, tadi kan mungkin saya sempat singgung sedikit tentang skor 12-25. Otomatis ada tindak lanjut selanjutnya, ya. Tapi maksud saya, dari sekian banyak rangkaian proses audit atau mungkin sebelum red flags itu sendiri, biasanya auditor atau mungkin bapak sendiri kapan memutuskan kalau, "Oh, red flags ini kayaknya cukup serius, deh. Ini harus diteruskan ke bagian investigasi"? Kapan waktunya? Pada saat apa?

	46
	RF
	Tindakan pertama terhadap red flags itu adalah pengendalian. Jadi, langkah pertama selalu pengendalian. Tapi kalau pengendalian ini udah gak berfungsi, udah gak bisa mengendalikan lagi, dan akhirnya ketahuan.

	47
	D
	Ketahuan?

	48
	RF
	Iya. Karena perlu dicatat bahwa setiap fraud itu kan tersembunyi dan memang sengaja disembunyikan.

	49
	D
	Tersembunyi dan disembunyikan, ya Pak?

	50
	RF
	Betul. Jadi, kalau sudah ketahuan, langkah pertama itu mengikuti prosedur yang ada, biasanya disampaikan dulu ke bagian legal atau bagian hukum. Misalnya di Bank XXX ada penyimpangan.

	51
	D
	Penyimpangan seperti apa yang dilakukan pak?

	52
	RF
	Iya, di penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seharusnya kan KUR itu buat pengusaha kecil, tapi ini malah diberikan ke pengusaha besar. Nah, di situ ada penyimpangan. Awalnya diaudit dulu sama SPI Bank XXX. Setelah dapat hasil auditnya, disampaikan ke Biro Hukum Bank XXX, ke tim legalnya.

	53
	D
	Oke, berarti tim legal Bank XXX yang menangani dulu?

	54
	RF
	Iya, mereka yang menindaklanjuti. Lalu tim legal Bank XXX ini menyampaikan kasusnya ke kejaksaan. Nah, kejaksaan kemudian minta bantuan ke kita, BPKP, untuk melakukan audit forensik.

	55
	D
	Oh, jadi kalau sudah sampai ke BPKP itu berarti sudah masuk ranah forensik, ya Pak?

	56
	RF
	Iya, betul. Ranahnya sudah forensik. Artinya kita sudah masuk ke aspek hukum.

	57
	D
	Jadi kalau BPKP sudah turun tangan, itu berarti masuk investigasi juga, Pak? Atau beda lagi?

	58
	RF
	Sebenarnya kalau sampai ke BPKP, itu bukan murni investigasi sih. Investigasi itu kan penyelidikan sebenarnya. Kalau di kita, investigatif itu bidang yang mengurusi ranah-ranah litigasi atau rekreasi hukum. Tapi kalau bentuk auditnya, kita ada yang disebut audit investigatif dan ada audit penghitungan kerugian keuangan negara. Kalau di ranah hukum, biasanya kita audit penghitungan kerugian keuangan negara karena semua unsur pidananya sudah terpenuhi. Tapi kalau audit investigatif itu ketika unsur pidananya belum terbukti. Audit investigatif itu kalau di KUHAP berada di tahap penyelidikan, artinya unsur pidana memang belum terbukti.

Kemudian kalau kita nyebutnya ada 5W2H: what, who, where, when, why, how, dan how much.

	59
	D
	Oh, bukan 5W1H, tapi ada tambahan how much karena ada nilai keuangannya kan?

	60
	RF
	Iya, ada berapanya. Audit investigatif itu dilakukan ketika pada tahap penyelidikan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Kalau bukti-buktinya belum terkumpul, dilakukan audit investigatif untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Itu dilakukan ketika unsur 5W2H belum terpenuhi.

	61
	D
	Belum terpenuhi ya Pak?

	62
	RF
	Iya. Syarat turunnya adalah 3W1H.

	63
	D
	3W1H itu apa aja? What, when, where, dan how?

	64
	RF
	Betul.

	65
	D
	Kalau misalnya diimplementasikan dari kasus Bank XXX itu gimana? Misalnya 5W2H-nya gimana tuh, Pak?

	66
	RF
	Oke, what-nya adalah penyimpangan kredit yang dilakukan oleh Bank XXX Cabang.

	67
	D
	Oke, what-nya itu.

	68
	RF
	Who-nya adalah pihak-pihak yang berwenang.

	69
	D
	Kepala cabang?

	70
	RF
	Kepala cabang. Kemudian direktur dari Bank-nya.

	71
	D
	Oke, who-nya itu. Where-nya?

	72
	RF
	Where-nya adalah di cabangnya.

	73
	D
	Oke. When-nya?

	74
	RF
	When-nya adalah periode penyaluran kredit itu. Ruang lingkupnya dari kapan ke mana. Sejak sebelum kolusi, sebelum putusan akad kredit, sampai penyaluran akad kreditnya.

	75
	D
	Oke, setelah when-nya. Apa lagi Pak?

	76
	RF
	Why-nya adalah karena PKKN-nya sudah terbukti. Artinya semua keterangan dan pengakuan sudah didapat, misalnya untuk memperkaya diri sendiri.

	77
	D
	Itu why-nya. How-nya Pak?

	78
	RF
	How-nya adalah modus yang dilakukan. Misalnya dengan mengumpulkan orang-orang yang tidak mengerti hukum dan menyuruh mereka mengajukan KUR.

	79
	D
	Itu how untuk bagian modus. Lalu how yang kedua, Pak?

	80
	RF
	Iya. How much-nya, sekitar Rp35 miliar atau Rp37 miliar. Nah, kalau 5W2H ini sudah terpenuhi, baru kita lakukan audit PKKN. Tapi kalau belum terpenuhi, misalnya kita tahu modusnya, tapi belum tahu berapa nilai kerugiannya, kita turunnya audit investigatif.

	81
	D
	Audit investigatif itu dalam rangka menerangi sebuah perkara yang tidak jelas, biar jadi terang?

	82
	RF
	Betul, dalam bahasa kita itu membuat terang sebuah perkara.

	83
	D
	Oke, berarti tadi kan proses audit ya, Pak? Kalau bagian dari KUR itu maksudnya... Oke, tadi kan dari sekian banyak proses audit. Kalau misalnya dari KUR itu, letaknya di mana? Kalau ditanya soal letak akuntansinya, berarti kita mau menghitung apa, Pak? Auditor atau BPKP itu menghitung selisih apanya dalam KUR? Selisih atau bunga, atau bagaimana? Apa yang sebenarnya dihitung dalam hal ini?

	84
	RF
	Secara hukum dan ketentuan, kita menghitung nilai kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu bisa berupa bertambahnya beban, hilangnya pendapatan, atau pendapatan yang seharusnya ada tetapi tidak ada. Dalam konteks audit di Bank XXX, kita menghitung berapa nilai yang seharusnya tidak disalurkan. Idealnya, kalau ada penyimpangan, nilai yang seharusnya disalurkan itu nol.
Yang diperiksa adalah seluruh proses bisnis. Dalam audit PKKN, ini disebut metodologi. Metodologi dalam audit PKKN itu tidak baku, karena sifatnya berdasarkan keahlian auditor dalam menilai suatu kasus. Ini berbeda dengan keterampilan, yang sifatnya lebih baku atau standar.

	85
	D
	Oke, ini sudah lumayan puncak pertanyaan, Pak, dari wawancara ini. Tadi kan Bapak sudah bilang gejala juga sudah disebut, gejala red flags segala macam. Karena skripsi saya ini atau penelitian saya ini didasari pada Fraud Triangle Theory. Ada pressure, opportunity, dan rasionalization. Nah, menurut Bapak sendiri, selama ini kan seperti tadi itu sempat juga disinggung dalam kasus Bank XXX. Tekanan. Tekanan apa biasanya, Pak, kalau orang itu mau melakukan fraud?

	86
	RF
	Oke, jadi mau melengkapi triangle-nya itu?

	87
	D
	Iya, melengkapi secara keseluruhannya.

	88
	RF
	Tekanan seperti apa? Lebih karena bodoh sih sebetulnya. Kalau di Indonesia, lebih karena bodoh sih.

	89
	D
	Kalau di kasus yang lain, tekanan seperti apa biasanya terjadi?

	90
	RF
	Misalnya di level kami, ada instruksi dari atasan yang bertentangan dengan aturan. Contohnya di Bea Cukai, ada petugas yang diperintahkan agar tidak memeriksa barang tertentu dan diarahkan ke jalur lain supaya lolos pemeriksaan. Kalau petugasnya paham hukum dan punya prinsip, dia akan tetap menjalankan tugasnya sesuai aturan, meskipun risikonya bentrok dengan atasan. Tapi kalau tidak, ya akan mengikuti perintah begitu saja.

	91
	D
	Berarti ada tekanan dari atasan?

	92
	RF
	Secara teori, ya, itu tekanan. Tapi dalam praktiknya, banyak yang tidak merasa tertekan karena mereka menganggapnya hanya menjalankan perintah. Budaya kepatuhan tanpa berpikir kritis ini yang sering terjadi.

	93
	D
	Kalau di kasus kredit Bank XXX yang tadi, bagaimana?

	94
	RF
	Dalam kredit Bank XXX, ada dua level keputusan:
1. Kredit di atas 500 juta, diputuskan oleh kepala cabang.
2. Kredit di bawah 500 juta, diputuskan oleh kepala unit.
Untuk memverifikasi usaha calon penerima kredit, ada petugas bernama mantri dan pemrakarsa. Mereka seharusnya meninjau lokasi, memastikan usaha benar-benar ada, dan memeriksa kebenaran data yang dilaporkan.
Namun, dalam kasus ini, modus yang terjadi adalah mengumpulkan orang-orang yang tidak paham aturan dan mengajukan mereka sebagai penerima kredit. Setelah kredit cair, dana tersebut sebenarnya kembali ke perusahaan tertentu.
Mereka yang seharusnya memverifikasi kebenaran usaha justru diarahkan oleh atasan untuk tetap meloloskan kredit tersebut, meskipun jelas-jelas tidak memenuhi syarat. Terus bisa saja ditekan sama atasannya, misalnya kalau gak nurut, bisa aja dipindah tugas ke Papua atau ke pelosok-pelosok. Nah, itu baru tekanan yang benar-benar nyata, pressure yang seharusnya terjadi, kan?

	95
	D
	Iya, harusnya seperti itu. Tapi dalam kasus ini, gimana caranya tekanan itu bisa terjadi?

	96
	RF
	Nah, itu dia. Sebenarnya kalau dilihat lagi dari awal, ini tuh gak benar-benar tekanan. Mereka gak merasa ditekan, justru mereka nurut aja.

	97
	D
	Oh, jadi maksudnya ini bukan tekanan dalam arti yang sebenarnya ya, Pak?

	98
	RF
	Iya, kalau di level-level tertentu, tekanan seperti itu belum terasa. Belum sampai ke titik ancaman serius atau paksaan langsung.

	99
	D
	Oke, lanjut ke opportunity. Nah, bagaimana dengan kesempatan?

	100
	RF
	Oke, kalau dari kasus Bank XXX tadi, misalnya. Kesempatan itu muncul dari jabatan atau wewenang tertentu. Tapi mungkin lebih cocok kalau dikaitkan dengan kasus yang lain, yaitu kasus petty cash. Seharusnya dalam sirkulasi petty cash atau kas kecil, ada otorisasi berjenjang. Nah, tapi masalahnya, para pejabat yang seharusnya mengotorisasi itu jarang ada di tempat, jarang membuka komputer, dan akhirnya malah memberikan akses akunnya ke pemegang petty cash.

	101
	D
	Jadi, kesempatan muncul karena orang yang berwenang malah memberikan akunnya ke orang lain?

	102
	RF
	Iya, karena seharusnya ada beberapa pihak yang memverifikasi, tapi akhirnya hanya satu orang saja yang mengakses. Itu yang dimanfaatkan.

	103
	D
	Oke, jadi itu celah yang menciptakan kesempatan ya?

	104
	RF
	Iya, dan itu kesempatan besar. Ini kasus nyata, loh, dari XXX.

	105
	D
	Oh, ini kasus beneran, Pak?

	106
	RF
	Iya, coba cari aja nama inisialnya, DA.

	107
	D
	Oke Pak lanjut, terakhir. Rasionalisasi. Gimana tuh, Pak? Bisa kasih contoh yang pas?

	108
	RF
	Kalau dari sudut pandang auditor, rasionalisasi itu adalah pembenaran. Misalnya, ada orang yang melakukan fraud karena merasa kontribusinya terhadap perusahaan tidak sebanding dengan pendapatannya. Dia berpikir "Saya menghasilkan miliaran untuk perusahaan, tapi gaji saya cuma 10 atau 20 juta." Itu pembenaran dari sisi kontribusi. Ada juga yang melakukan fraud karena merasa aturan yang ada itu salah. Dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu lebih benar daripada aturan yang ada. Contohnya, ada kasus di Kejati (Kejaksaan Tinggi). 

	109
	D
	Kasus seperti apa, Pak?

	110
	RF
	Kasus penyertaan modal dari pemerintah provinsi ke sebuah perusahaan daerah. Seharusnya, dana itu digunakan untuk investasi di sektor pariwisata, sesuai keputusan RUPS dan RKP. Tapi, direkturnya berpikir, "Pariwisata ini kayaknya gak menguntungkan, lebih baik uang ini saya alihkan ke bisnis minyak.

	111
	D
	Jadi dia merasa lebih tahu dan mengambil keputusan sendiri?

	112
	RF
	Iya, padahal akhirnya keputusan itu salah. Ini contoh rasionalisasi di mana seseorang meyakini bahwa aturan yang ada itu keliru, dan dia merasa lebih tahu cara yang benar.

	113
	D
	Kalau rasionalisasi karena merasa kontribusinya lebih besar, banyak contohnya ya, Pak?

	114
	RF
	Iya, banyak sekali. Opportunity juga sih yang paling sering. Contohnya di dana desa. Kadang desa itu punya kekurangan dalam sumber daya manusianya.

	115
	D
	Oh, jadi SDM-nya yang kurang ya, Pak?

	116
	RF
	Iya, paling sering begitu. Makanya banyak desa yang gak tersalurkan atau tidak menerima dana desa karena ketidakmampuan mereka menguasai teknologi. 

	117
	D
	Iya, karena mungkin masih tertinggal?

	118
	RF
	Betul, masih tertinggal. Mereka gak bisa memenuhi persyaratan ini-itu, menurut mereka ribet dan rumit. Nah, kemudian ada satu orang muncul nih. Orang ini bisa membantu desa yang sebelumnya gak pernah menerima dana desa, akhirnya bisa dapat dana desa. Karena itu, dia merasa, "Ini karena kontribusi gue nih. Kalau gak karena gue, desa ini gak akan dapat dana desa."

	119
	D
	Jadi merasa berjasa gitu ya, Pak?

	120
	RF
	Iya, seolah tanpa dia, desa itu gak bisa dapat dana dan gak bisa buat apa-apa.

	121
	D
	Udah semuanya, Pak ya. Berarti pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, red flags itu penting gak?

	122
	RF
	Penting. Penting banget. Karena ada risiko besar bahwa tujuan yang ingin dicapai tidak akan tercapai.

	123
	D
	Bisa lebih spesifik, Pak?

	124
	RF
	Sebenarnya kalau terlalu spesifik, sayang juga. Karena dampaknya besar banget. Jadi cukup sampai di poin bahwa kalau ada red flags yang tidak dikelola, maka tujuan tidak tercapai.

	125
	D
	Oke, contohnya, Pak?

	126
	RF
	Misalnya pembangunan jembatan. Nah, di setiap proyek pembangunan itu ada tujuan, ada output, ada outcome, ada hasil, dan ada dampak yang diharapkan.

	127
	D
	Maksudnya itu gimana, Pak?

	128
	RF
	Misalkan dalam suatu proyek, ada keyakinan bahwa setiap proyek harus menyertakan kickback atau gratifikasi ke pemberi kerja.

	129
	D
	Oke, itu kan berarti ada penyimpangan ya, Pak?

	130
	RF
	Iya, dan dampaknya besar. Mulai dari yang paling ringan, yaitu penurunan kualitas jembatan. Kalau lebih parah, volumenya dikurangi. Kalau sudah lebih jauh lagi, proyeknya bisa mangkrak.

	131
	D
	Berarti kualitas bangunannya juga terpengaruh ya, Pak?

	132
	RF
	Betul. Padahal, jembatan itu sendiri hanya bentuk fisiknya saja. Tapi tujuannya lebih besar. Jembatan dibangun untuk apa? Untuk distribusi ekonomi, pengembangan wilayah. Nah, kalau ada penyimpangan, red flags muncul. Dan kalau red flags ini tidak ditindak, proyeknya bisa mangkrak. Kalau jembatannya mangkrak, ya tujuannya gak tercapai.

	133
	D
	Jadi ujung-ujungnya, bukan soal jembatannya ya, Pak? Tapi dampak akhirnya?

	134
	RF
	Betul. Kalau di KAPD kami, jembatan itu hanya output. Tapi yang lebih penting adalah outcome-nya. Apa outcome-nya? Memudahkan masyarakat, menekan harga barang di daerah terpencil. Itu dampak sesungguhnya.

	135
	D
	Oke, saya paham. Jadi benang merahnya sudah ketemu. Red flags itu penting karena kalau tidak ditangani, outcome dari suatu proyek bisa gagal total. Tapi, apakah Bapak sepakat dengan auditor sebelumnya atau informan sebelumnya bahwa red flags itu memang penting? Auditor sebelumnya juga menyatakan bahwa red flags sangat penting dengan berbagai alasan. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah setuju dengan pernyataan itu?

	136
	RF
	Oh iya, saya setuju.

	137
	D
	Tapi apakah Bapak juga sepakat bahwa red flags itu penting, tapi belum tentu berarti ada fraud?

	138
	RF
	Betul. Karena red flags itu muncul setelah kita melakukan identifikasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, kita menemukan red flags, lalu menetapkan kendaliannya. Nah, risiko itu sendiri adalah sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi kalau pun terjadi, kita harus tahu cara memitigasinya. Jadi kita harus "prepare for the worst, but hope for the best."

	139
	D
	Ah, benar. Jadi sebenarnya red flags itu penting, tapi harapannya jangan sampai fraud benar-benar terjadi, ya?

	140
	RF
	Tepat seperti itu.
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